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ABSTRAK 

Murti Novianti, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi 

Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah). Dibimbing oleh Bapak Abdul 

Hamid dan Ibu Besse Faradiba. 

Dengan adanya dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa 

menjadikan sumber pemasukan di setiap desa menjadi meningkat. Hal ini menjadikan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 

20 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan 

transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang 

yang kemudian dianalisis dengan akuntansi syariah. 

Penelitian ini menggunanakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian uji keabsahan data yang digunakan yaitu perpanjangan 

pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wiring Tasi 

telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. 

Transparansi pemerintah kepada masyarakat dibuktikan dengan adanya baliho berisi 

informasi mengenai APBDes. Akuntabilitas pemerintah desa dengan adanya laporan 

pertanggungjawaban serta pengelolaan dana Desa Wiring Tasi yang sudah sesuai 

dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip 

kebenaran dan prinsip keadilan. 

 

 

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Akuntansi syariah  
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

1. Transliterasi 

a. Konsonan  

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ba b Be ب

 ta t Te ث

 tha th tedan ha ث

 jim j Je ج

 ha ḥ ح
ha 

(dengantitikdibawah) 

 kha kh kadan ha خ

 dal d De ز

 dhal dh de dan ha ش

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy esdan ye ش

 shad ṣ ص
es 

(dengantitikdibawah) 

 dad ḍ ض
de 

(dengantitikdibawah) 
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 ta ṭ ط
te 

(dengantitikdibawah) 

 za ẓ ظ
zet 

(dengantitikdibawah) 

 „ ain„ ع
komaterbalikkeatas 

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ى

ّ wau w We 

َ ha h Ha 

 hamzah „ Apostrof ء

ٕ ya y Ye 

Hamzah (ء   an   iawal kata m n ikuti vokaln a tanpa  i  ri tan a apapun  

Jika t rl tak  i t n a  atau  i ak ir   itulis   n an tan a       

b. Vokal  

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A اَ 

 Kasrah i I اِ 

 dhommah u U اُ 
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2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

an-tara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ْٖ۔َ  Fathahdanya ai a dani 

ْْ۔َ  Fathahdanwau au a dan u 

Contoh: 

  kaifa :كَيْفَ

 ḥaula :حَْْلَ

c. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 māta : هَاثَ 

 ramā : رَ هَی

 qīla : قِيْلَ

 amūtu  : يَهُّْجُ

d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua: 

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t].  

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 ّْ ضَتُ الذٌََّتِرَ  : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah 

ل٘فَاضِاَتِال٘وسَيٌِْتُ اَ   : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah 

 al-hikmah :  اَلح٘كِْوَت

e. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 rabbanā :  ربٌَََّا

 najjainā:  ٌَريٌََّْا

 al-haqq :  اَلحَ٘قُّ

 al-hajj :  اَلحَ٘دُّ

 nuʻʻima :  ٌُعَّنَ

 ʻaduwwun:  عَسٌُّْ

Jika huruf ٓbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ِّٖ۔۔    ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh: 

    ʻara i   ukan ʻara i   atau ʻara :  عَرَبٌِّٖ

لٌِّٖعَ   : ʻali   ukan ʻal   atau ʻal   

f. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 

  alif lam ma‟arifa   Dalam p  oman translit rasi ini kata san an  لا

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamari-ah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَوْسُ

لَتُزَ ل٘زَّ لاَ   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

لفَل٘سفََتُا  : al-falsafah 

لبِ٘لآسُا  : al-bilādu 

g. Hamzah  

Aturan transliterasi  uruf  amza  m nja i apostrof  „    an a   rlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contoh:  

ىَ تَأوُرُْْ  : ta‟murūna 

ءُ الٌَّ ّْ  : al-nau‟ 

ءٌ شَْٖ  : syai‟un 

وِرجُْٲ  : umirtu 

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

ka-limat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indo-nesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
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ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an   ar 

Qur‟an   sunna   Namun  ila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 

Contoh:  

fī ẓilāl al-qur‟an 

al-sunnah qabl al-tadwin 

al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

i. Lafz al-Jalalah  ( َّالل ) 

Kata “Alla ”  an  didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa hu-ruf hamzah. Contoh: 

 billah بِاللَِّ  dīnullah سيِْيُاللَِّ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalāla   

ditransliterasi dengan huruf [t].contoh: 

 Hum fī rahmatillāh  ُُمفِْٖرَحْوَتِاللَِّ

j. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman 

ejaan Bahasa In-donesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menu-liskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada per-mulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang di-tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
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kalimat, maka huruf A dari kata san-dang tersebut menggunakan huruf kapital 

(Al-). Contoh: 

wa mā muhammadun illā rasūl 

inna awwala baitin wudi„a linnāsi lalladhī  bi  

Bakkata mubārakan 

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur‟an 

Nasir al-din al-tusī 

abū nasr al-farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

A ū   apak  ari  s  a ai nama k  ua t rak irn a  maka k  ua nama t rak ir 

itu ha-rus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid 

Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 

2. Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  =   subḥānahū wa ta„āla 

Saw.  =   ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  =   „alaihi al- sallām 

H  =   Hijriah 

M  =   Masehi 
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SM  =   Sebelum Masehi 

l.   =   Lahir tahun 

w.   =   Wafat tahun 

QS .../...4 =   QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 

HR  =   Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحت = ص

 بسْي وكاي = زّ

 صلٔالله عليَ ْسلن = صِعٔ

 طبعت = ط

 بسْيٌاشر = سى

 إلٔآذرُا/إلٔآذرٍ = الد

 جزء = خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks 

referensi perlu di-jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), 

karena dalam   a asa In on sia kata “  itor”   rlaku  aik untuk satu 

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

Et al.  :  “Dan lain-lain” atau “ an kawan-kawan”  sin katan  ari  t alia   

Di-tulis dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. 

 “ an kawan-kawan”   an   itulis   n an  uruf  iasa/t  ak   

Cet. :Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya. 

Terj.  :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan 

karya  terjemahan yang tidak menyebutkan nama pen-erjemahnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran Undang-Undang Desa tidak hanya memajukan masyarakat dan 

memberdayakan masyarakar desa, tetapi juga memperkuat status desa sebagai 

pemerintahan rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, merupakan hak wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk menagtur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
1
 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disertai dengan peraturan 

pelaksanaannya telah mengamanatkan agar desa semakin mandiri di dalm 

pengelolaan pemerintahan serta sumber daya alamnya. Desa kini bertanggungjawab 

mengelola keuangan dan asetnya sendiri, termasuk pengelolaan dana desa. Dana ini 

dialokasikan ke semua desa di Indonesia sebagai bagian dari APBN. Sebagaimana 

ditegaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa memiliki sumber 

pendapatan sendiri, seperti bagian pajak dan retribusi kabupaten/kota. Bantuan 

keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan pendapatan asli desa itu sendiri. 

Penyediaan Dana Desa merupakan wujud pelaksanaan dan pemenuhan hak 

desa dalam menyelenggarakan otonominya supaya berkembang dan maju 

berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi rill, demokratis, dan penguatan 

peran pemerintah desa dalam penyediaan dana untuk mewujudkan pembangunan 

                                                           
1 Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo  “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”   Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 5, No. 11, (2016), h.2. 
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desa. Melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat 

pembangunan dan perluasan kawasan strategis, serta mengembangkan kawasan 

tertinggal dalam sistem kawasan pembangunan. Pengelolaan dan pengalokasian dana 

desa harus tepat sasaran, tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif sehingga 

kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Poin ini sangat penting bagi peran 

pemerintah desa, karena menentukan maju mundurnya sistem pemerintahan desa.2 

Dalam menyusun anggaran desa (APBDes) perlu dilakukan secara partisipatif 

serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi 

pengelolaan keuangan setiap organisasi, baik itu dari organisasi pemerintahan 

maupun organisasi non pemerintahan. Menurut Mardiasmo, transparansi adalah 

pemerintah secara terbuka memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas 

pengelolaan sumber daya pubik kepada pihak yang membutuhkan, yaitu masyarakat. 

Untuk membantu kelancaran dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas 

digunakan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai 

dengan peraturan yang ada. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah 

cukup memperhatikan kepentingan bersama masyarakat luas. Akuntabilitas 

digunakan sebagai media untuk menunjukkan bagaimana pemerintah dalam 

mengelola sistem manajemen keuangan. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, setiap 

kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Transparansi merupakan isu yang sangat penting sejak UU No. 6 Tahun 2014 

tentang desa karena jumlah dana yang dikelola pemerintah desa relatif besar. Desa 

                                                           
2 Eva Julita dan Syukriy Abdullah  „Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di 

Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)‟ JIMEKA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 5, No. 

2, (2020), h. 213. 
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merupakan badan hukum masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang 

berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat, termasuk kepentingan keuangan. Desa diharapkan dapat 

mengelola dan mengatur pemerintahannya melalui pengelolaan APBDes. 

Transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa masyarakat dapat 

mengetahui dan memiliki akses terhadap informasi terkait dana desa. Apabila 

pemerintah desa tidak transparan mengenai dana kepada masyarakat maka dapat 

terjadi penyelewengan dana desa.  

Desa Wiringtasi merupakan desa dengan sumber pendapatan masyarakatnya 

yang dihasilkan dari tambak dan laut. Adapun sebagian besar dana diperuntukkan 

untuk menunjang kualitas desa. Menurut masyarakat desa, pengelolaan keuangan di 

desa Wiringtasi belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, selain itu besarnya 

anggaran di desa harus di optimalkan guna untuk kemajuan pemangunan dan 

kesejarhteraan masyarakat.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

diketengahkan penulis adalah :  

1. Bagaimana Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa 

Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa 

Kabupaten Pinrang? 
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3. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi 

Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ditinjau berdasarkan Akuntansi 

Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan 

Suppa Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi 

Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. 

3. Mencauntuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di 

Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ditinjau 

berdasarkan Akuntansi Syariah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang sedang mengangkat dan mengkaji tentang Transparansi dan 

Akuntabilitas khususnya Dana Desa ditinjau berdasarkan Akuntansi 

Syariah. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terkhususnya 

kepada Pemerintah Desa Wiringtasi agar lebih mempertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan mengenai Alokasi Dana Desa. Selain itu 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada Pemerintah Desa 
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setempat mengenai pentingnya Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa 

ditinjau berdasarkan Akuntansi Syariah. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Sebelum melakukan penelitian, dibutuhkan pengamatan terhadap penelitian-

penelitian sebelumnya yang hampir mirip dengan judul penelitian ini. Penulis 

menemukan beberapa penelitian sebagai berikut. 

H rianti   n an p n litian  an    rju ul “Transparansi  an Akunta ilitas 

pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif 

Keuangan Publik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana bentuk Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana 

Desa, bagaiamana dampak Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 

terhadap pembangunan Desa, dan bagaimana Perpektif Keuangan Publik Islam 

terhadap tingkat Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
3
 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas 

di Kecamatan Palakka sudah Transparan dan Akuntabel walaupun belum sepenuhnya 

maksimal. Bentuk Transparansi dari Kecamatan Palakka yaitu dengan adanya papan 

informasi kegiatan, sedangkan bentuk Akuntabel mengacu pada bentuk 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Adapun dampak yang terjadi dari tata 

kelola dana tersebut yaitu adanya pembangunan infrastruktur yang strategis dan 

pengembangan kegiatan aktfitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan. 

                                                           
3 H rianti  “Transparansi  an Akunta ilitas p n  lolaan Dana D sa T A 2018  i K camatan 

Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi 

Syariah; IAIN BONE, 2020) 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas maka persamaan dari penelitian ini yaitu mengkaji 

pengelolaan dana desa, namun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Herianti 

berdasarkan pada Perpektif Keuangan Islam sedangkan penelitian ini berdasarkan 

Akuntansi Syariah. 

Wahyu dengan judul penelitian “Akunta ilitas  an Transparansi P m rinta  

D sa  alam P n  lolaan Alokasi Dana D sa  ADD   i D sa Boron  Pa‟la‟la 

K camatan Pattalassan  Ka upat n Gowa”  Pada penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujan dari penelitian ini yaitu 

untuk menilai akuntabilitas dan Transparansi Desa yang mendapatkan jumlah ADD. 

Kemudian hasil deskripsi di dapat dengan mengukur dan membandingkan Undang-

Undang Permendagri 113 Tahun 2014 dengan aktifitas lapangan yang sesungguhnya. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar Pengelolaan Alokasi 

Dana D sa  i D sa Boron  Pa‟la‟la su a  Akunta  l  an Transparan pa a ta apan 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Juga di dukung oleh masyarakat 

yang ikut aktif dalam pembangunan desa.  

Hasil analisi yang didapat oleh peneliti menjelaskan bahwa, Penatausahaan 

p n  lolaan k uan an D sa Boron  Pa‟la‟la sesuai dengan format dengan lampiran 

nomor 113 Tahun 2014 baik format Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Rapardes 

tentang APBDes, APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes, laporan kekayaan milik desa, proposan kegiatan, pernyataan 

pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, 

buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, dan laporan program sektoral 

dan program daerah masuk ke desa. 
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Dari s  i Transparansi untuk   sa Boron  Pa‟la‟la telah sesuai dengan 

Permendagri 113 Tahun 2014, yaitu dengan adanya Musrembangdes setiap awal 

tahun untuk menyalurkan ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara 

tertulis jumlah dana yang disalurkan dari Pemerintah, juga adanya papan-papan 

informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Adapun 

persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai transparansi dan 

akuntabilitas, namun terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Wahyu 

berfokus pada Permendagri 113 Tahun 2014 sedangkan penelitian ini berfokus pada 

Akuntansi Syariah.4 

Nurlaila   kk  2020    n an ju ul p n litian “M n ukur Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-D sa  i Ka upat n Si i”  

Tujuan dari penelitian Nurlailah dkk ini yaitu mengukur tingkat transparansi 

pengelolaan keuangan desa. Dengan  melakukan penelitian pada  beberapa desa yang 

ada di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru dan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. 

Mengumpulan Data melalui penyebaran kuisioner kepada Pemda dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Dari data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis 

dengan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Adapaun hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa 

sebanyak 70,53%, yang artinya tingkat transparansi pengelolaan dana desa yang ada 

di kecamatan sigi cukup transparan.
5
 Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu 

mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa dan perbedaan penelitian ini yaitu 

                                                           
4 Wa  u  “Akunta ilitas  an Transparansi P m rinta  D sa  alam P n  lolaan Alokasi Dana 

D sa  ADD   i D sa Boron  Pa‟la‟la K camatan Pattalassan  Ka upat n Gowa”  (Skripsi Jurusan; 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (UMI), Tahun 2018) 

5 Nurlaila   S amsul   an Arif Ra man  “M n ukur Transparansi P n  lolaan K uan an 

Desa: Studi Kasus Pada Desa-D sa  i Ka upat n Si i ” Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan 

Keuangan 3 No. 2 (2020), h. 151. 
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penelitian Nurlailah hanya berfokus pada transparansi sedangkan penelitian ini 

berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. 

Miftahuddin dengan judul penelitian “Akunta ilitas  an Transparansi 

Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan dana desa (studi kasus : Desa Panggungharjo 

K camatan S won Ka upat n Bantul ”  Penelitian ini bertujuan untuk menilai 

Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di 

desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul. Penelitian ini 

menggunakan meetode kualitatif berbasis studi di lapangan. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan 

teknik semi-terstruktur. Teknik wawancara dilakukan bersama pihak pemerintah desa 

yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan pihak Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan.
6
  

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan pengelolaan keuangan dana desa  

oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku. Pemerintah desa Panggungharjo menggunakan media 

informasi digital sebagai bentuk transparansi pemerintah desa, serta informasi yang 

disebar tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun dan juga papan informasi yang 

dipasang di kantor desa. 

Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa 

sangat baik, namun pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih 

rendah. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Miftahuddin dengan 

penelitian ini. Adapun persamaan antara penelitian Miftahuddin dengan penelitian ini 

                                                           
6Mifta u  in  “Akunta ilitas  an Transparansi p m rinta    sa t r a ap p n  lolaan  ana 

  sa  Stu i Kasus : D sa Pan  un  arjo K camatan S won Ka upat n Bantul ”   Skripsi Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018). 
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yaitu mengkaji tentang transparansi dan akuntabilitas Dana Desa. Perbedaan dari 

penelitian ini yaitu penelitian Miftahuddin menerapkan sistem konvensional 

sedangkan penelitian ini menerapkan sistem Syariah. 

Siti Istiqoma   2015    n an ju ul p n litian “Ef ktifitas Kin rja Ba an 

Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

D sa”  Tujuan p n litian ini a ala  untuk m n  ta ui kin rja BPD  alam 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Rungintunggal. Penelitian ini 

menggunakan teori mandat yang diperkuat dengan teori kinerja dan teori 

akuntabilitas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

evaluatif kinerja BPD untuk menilai efektivitas pengelolaan ADD dalam peningkatan 

akuntabilitas tahun 2013.
7
 Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti 

mengenai akuntabilitas. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian 

Siti Istiqomah hanya berfokus pada akuntabilitas sedangkan penelitian ini berfokus 

pada transparansi dan akuntabilitas. 

B. Tinjauan Teori  

1. Teori Transparansi 

a. Pengertian Transparansi 

Menurut Mardiasmo, transparansi yaitu keterbukaan (openness) 

pemerintah dalam menginformasikan hal yang terkait dengan aktifitas 

pengelolaan sumber daya publik untuk pihak yang membutuhkan 

informasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi 

                                                           
7
 Siti Istiqoma   “Ekektifitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan 

akunta ilitas p n  lolaan k uan an   sa ” Kebijakan dan Manajemen Publik 3, No. 1 (2015), h. 1. 
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secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. 

Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
8
 

Menurut Pasal 4, paragraf 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia No. 13, 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Da ra   m n atakan  a wa “Transparansi a ala  prinsip k t r ukaan 

yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memiliki akses ke 

informasi s  an ak mun kin t ntan  k uan an  a ra  ”  

Menurut Setiana dan Yuliani transparansi adalah hak masyarakat 

untuk mengetahui informasi keuangan secara terbuka dan jujur serta 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah yang dipercayakan 

kepadanya dalam pengelolaan sumber daya sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Transparansi dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan 

pemerintahan, pihak yang memiliki kepentingan mendapat pengungkapan 

mengenai hal-hal yang sifatnya material secara berkala, dalam hal ini yaitu 

masyarakat luas. sehingga prinsip keterbukaan yang mengahruskan 

masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi sebanyak-

banyaknya mengenai keuangan daerah. 

b. Indikator Transparansi 

Indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur 

transparansi pengelolaan dana desa berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

                                                           
8 Arif Cahyadi. Penerapan Good Governance dalam pelayanan publik (studi tentang kualitas 

pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbasis Good Governance di kecamatan Sukolilo 

Surabaya). Jurnal penelitian administrasi publik 2 No. 2 (2016), h. 754. 
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Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. 

Kepala Desa menyelenggarakan Musrembangdes untuk membahas 

mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kepala Desa menyampaikan 

informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media 

informasi. Informasi tersebut memuat APB Desa, pelaksanaan kegiatan 

anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan. 

Kepala Desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling 

sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, 

kegiatan yang belum selesai dan/tidak terlaksana, sisa anggaran, dan 

alamat pengaduan. 

2. Teori Akuntabilitas 

Menurut permedagri No 113 Tahun 2014 Keuangan desa dikelola 

berdasarkan atas transparansi, akuntabel, partisipatif dan juga tertib dan 

disiplin anggaran. Akuntabilitas puublik memiliki prinsip yakni suatu 

ukuran yang menyatakan besarnya tingkat kesesuaian terhadap 

penyelenggaraan pelayanan dengan nilai serta norma luar yang dipegang 

oleh pemangku kepentingan dengan pelayanan yang diberikan. 

Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab 

pribadi ataupun pejabat yang diyakini dalam mengurus dan 
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mengendalikan sumber daya publik serta menjawab masalah-masalah 

yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban.9 

Guy mengatakan Akuntabilitas merupakan sebutan yang sudah 

biasa dalam menjelaskan bagaimana organisasi menunjukkan bahwa 

organisasi tersebut sudah menjalankan tujuan yang mereka rencanakan 

sebelumnya. Pendapat lain dari Carino, mengatakan bahwa akuntabilitas 

yaitu bentuk penilaian dari suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh 

seseorang baik itu dalam hal tugasnya sendiri maupun diluar dari hak dan 

wewenangnya. Dalam membedakan akuntansi dengan yang lain, terdapat 

dimensi yang perlu diperhatikan yaitu pelaksanaan akuntabilitas 

dilaksanakan oleh siapa, kepada siapa, penilaian yang digunakan dalam 

mengukur standar akuntabilitas, serta nilai dari akuntabilitas tersebut.
10

 

Berikut merupakan indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

Perencanaan 

Perencanaan pembangunan desa merupakan upaya pemerintah 

desa dalam menentukan arah perencanaan pembangunan yang akan 

dilakukan dengan didasarkan pada sumber daya yang ada. Pada tahapan 

ini pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta 

elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam pendayagunaan serta 

                                                           
9 Muhamma  Lut fi Iznilla   Amir Hasan  an Y si Mutia  “Analisis Transparansi  an 

akunta ilitas p n  lolaan k uan an  ana   sa  i k camatan   n kalis ” Jurnal Akuntansi 7 No.1 

(2018), h. 33. 
10 Karina Hartanti  “Pan an an pu lik t r a ap akunta ilitas p m rinta  daerah di provinsi 

Jawa T n a  ”  Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univ rsitas Dipon  oro  2011 , h. 9. 
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pengalokasian sumber daya desa untuk menggapai tujuan dari 

pembangunan itu sendiri.  

Dari pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan 

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun 

anggaran yang di anggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Sekretaris 

desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP 

Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur 

dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Kemudian rancangan 

APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan 

desa tentang APB Desa. 

Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan pembangunan desa merupakan rangkaian 

setelah tahap perencanaan. Dalam tahapan ini semua pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada 

bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Nomor rekening tersebut kemudian 

dilaporkan kepada Bupati/Wali kota yang kemudian digunakan untuk 

pengendalian penyaluran dana transfer. 

Menurut pasal 45 kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana 

kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa 

tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB 

Desa ditetapkan.  
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Pasal 56 menyebutkan bahwa Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan 

wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh 

kegiatan selesai. Pada pasal 57 Kepala Desa melaporkan pengeluaran 

anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 

(satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan. 

Penatausahaan 

Dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa, semua 

aktivitas penerimaan dan pengeluaran di catat pada buku kas umum. Pasal 

63 menyebut Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan 

sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mencatat setiap 

penerimaan dan pengeluaram dalam buku kas umum. Pencatatan pada 

buku kas ditutup setiap akhir bulan. 

Pelaporan 

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa 

dalam menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode 

yang telah ditentukan. Pasal 68 menyebutkan Kepala Desa menyampaikan 

laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali 

Kota melalui Camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan 

pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kemudian Kepala 

Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan 

akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat bulan juli 

tahun berjalan. 
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Pertanggungjawaban 

Tahap pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah desa atas wewenangnya sebagai pemegang jabatan. Kepala 

Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan 

Desa.
11

 

Prinsip dan dimensi akuntabilitas 

a. Prinsip-prinsip Akuntabilitas 

Prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas menurut Program Pembangunan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebagai berikut: 

1. Transparansi, bagaimana suatu organisasi terbuka dalam hal 

pengelolaan dan pelaksanaannya.  

2. Kewajiban, bagaimana suatu organisasi dalam menyelesaikan masalah 

dalam kinerjanya.  

3. Dapat dikendalikan, bagaimana suatu organisasi dapat menyelesaikan 

tugas serta wewenang yang diberikan.  

4. Tanggung jawab, bagaimana suatu organisasi dapat bertanggungjawab 

atas kemampuan dari kinerja yang dimilikinya.  

                                                           
11 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20, 2018 
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5. Tanggapan, bagaimana suatu organisasi dapat menjalankan dan 

memenuhi harapan yang diberikan oleh pihak eksternal maupun 

internal. 

Dimensi Akuntabilitas 

Menurut Mahmudi dimensi akuntabilitas dibedakan menjadi lima bagian, 

yaitu: 

1. Akuntabilitas hukum merupakan kesungguhan dalam menjalankan 

hukum dan pertauran yang ada dalam suatu organisasi. Akuntabilitas 

kejujuran yaitu menghindakan diri dari penyelewengan jabatan, 

menghindakan diri dari penyelewengan dana atau korupsi. Akuntabilitas 

hukum diharapkan dapat menjamin penegakan kedaulatan hukum, 

sedangkan akuntabilitas kejujuran diharapkan menjamin implementasi 

dan pelaksanaan organisasi yang semestinya. 

2. Organisasi yang baik yaitu organisasi yang bisa mendukung sesuatu 

dalam mencapai sasaran khusus dalam hal ini visi, misi dan tujuan 

dalam organisasi. Organisasi wajib memberikan tanggungjawab atas 

program yang sudah direncanakan sampai program tersebut terlaksana.  

3. Akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab suatu organisasi dalam 

menjalankan program dari organisasi secara efektif dan efisien. 

4. Kebijakan organisasi publik wajib mempertanggungjawabkan kebijakan 

yang sudah ditetapkan serta dapat mempertimbangkan suatu pengaruh  

ataupun masalah yang akan dihadapi. 
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5. Akuntabilitas finansial yakni pertanggungjawaban suatu organisasi 

dalam pengelolaan keuangannya sehingga tidak terjadi kebocoran dan 

penyelewengan dana dari pihak organisasi itu sendiri.
12

 

3. Akuntansi Syariah 

a. Pengertian Akuntansi Syariah 

Akutansi Syariah dapat dijelaskan dengan dua akar kata yang 

dimilikinya, yaitu Akuntansi dan Syariah. Pengertian akuntansi menurut 

American Accounting Association adalah suatu proses mengidentifikasi, 

mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan 

adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang 

menggunakan informasi tersebut. S  an kan s ari‟a  a ala  aturan  an  

telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam 

m njalankan s  ala aktivitas  i upn a  i  unia  Ja i akuntansi s ari‟a  

merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan Allah Swt.
13

 

Adapun beberapa dari kalangan yang mendefinisikan akuntansi 

dalam perspektif Islam. Mereka menyebutkan bahwa, fenomena akuntansi 

bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat Islam sehingga 

redefinisi akuntansi tersebut lebih menekankan aspek perbedaan 

perspektif. Berikut beberapa redefinisi akuntansi perpektif Islam tersebut. 

Adapun beberapa dari kalangan yang mendefinisikan akuntansi 

dalam perspektif Islam. Mereka menyebutkan bahwa, fenomena akuntansi 

                                                           
12 Roni Pran ara  “Akunta ilitas P n  lolaan Alokasi Dana D sa T r a ap K s ja t raan 

Finansial Mas arakat”   Skripsi Jurusan; Ekonomi S aria  Fakultas Ekonomi  an Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung), tahun 2020) 

13 Nurma Sari   „Akuntansi S ari‟a ‟  Jurnal Of Islamic Studies 4 No. 1 (2014), h. 34. 
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bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat Islam sehingga 

redefinisi akuntansi tersebut lebih menekankan aspek perbedaan 

perspektif. Berikut beberapa redefinisi akuntansi perpektif Islam tersebut. 

Zaid (1997) mendefinisikan akuntansi dari perspektif Islam sebagai 

“suatu pros s sist matis untuk m ncatat transaksi  an  sa   i dalam buku 

(catatan) dan mengukur hasil keuangan didasarkan atas transaksi ini 

  n an tujuan  apat  i unakan  alam p n am ilan k putusan ” 

Hanifa dan Hudaib (2002) mendefinisikan akuntansi dalam 

p rsp ktif Islam s  a ai “s  ua  fun si accurance yang berupaya untuk 

membangun keadilan sosio-economic melalui prosedur terformalisasi, 

rutin, pengukuran objektif-objetif, pengendalian dan pelaporan yang 

s suai   n an prinsip s aria  islamia ”.
14

 

b. Sumber hukum Akuntansi Syariah yaitu: 

1. Al Quran 

Alquran berasal dari bahasa Arab yang bermakna bacaan. 

Adapun dari segi istilah, Alquran merupakan kalam Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui malaikat jibril 

dengan menggunakan bahasa Arab sebagai wadah atau tempat kita 

dalam mendekatkan diri kepada Allah sebagai arah hidup bagi manusia 

dengan cara membacanya sebagai tanda bukti atas kerasulan Nabi 

Muhammad. 

 

 

                                                           
14 Ihda Arifin Faiz, Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2020), h. 80. 
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2. As Sunah  

Al-Sunnah atau dalam bahasa indonesia Sunnah merupakan 

adat dan kebiasaan yang dapat dijadikan cerminan yang baik yang 

tidak membedakan antara baik maupun yang buruk. As-Sunnah dalam 

hal ini merujuk kepada perilaku Nabi Muhammad Saw. 

3. Ijtihad 

Al-Ijtihad atau ijtihad merupakan kekuatan, kesungguhan, 

kemampuan, ataupun penumpahan seluruh upaya. Adapun secara 

bahasa ijtihad merupakan ungkapan atas kesanggupan dalam 

m n  luarkan  ukum s ara‟  an    rsifat k  iasaan  ari p tunjuk 

petunjuk yang jelas baik itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah. 

4. Qiyas 

Secara bahasa Qiyas dapat diartikan sebagai suatu cara dalam 

hukum dari petunjuk karena adanya illat atau kesamaan hukum dari 

suatu kasus yang tidak disebutkan dalam dalil baik Al-Quran maupun 

Sunnah.15 

c. Indikator Akuntansi Syariah 

Indikator akuntansi syariah diambil berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 282, 

indikator tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban (Accountability)  

. Accountability atau biasa disebut pertanggungjawaban merupakan 

suatu konsep yang sudah biasa atau tidak asing dalam lingkup 

masyarakat muslim. Hal ini selalu berkaitan dengan konsep amanah. 

                                                           
15 Hendra Harmain, et al., eds., Akuntansi Syariah di Indonesia (Medan: Madenatera, 2019), 

h. 20. 
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Kosep amanah bagi masyarakat muslim yaitu transaksi manusia 

dengan penciptanya. 

2. Prinsip Keadilan  

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan kata adil dan dalam 

konteks akuntansi setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan 

hendaknya dicatat dengan baik dan benar. Contohnya apabila 

perusahaan menggunakan dana sebesar Rp.100 juta maka yang dicatat 

harus sesuai dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp.100 juta. 

3. Prinsip Kebenaran  

Prinsip keadilan dengan prinsip kebenaran merupakan hal yang tidak 

bisa dipisahkan. Contohnya dalam penyusunan laporan keuangan, hal 

ini perlu dibuktikan dengan prinsip kebenaran seperti adanya bukti 

transaksi yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan 

kebenaran dan juga keadilan. 

d. Adapun asas transaksi syariah yaitu : 

a) Persaudaraan (ukhuwah)  

Dalam transaksi syariah terdapat ukhuwah yang mendasari prinsip 

saling memahami, mengenal satu sama lain, tolong menolong, saling 

menjamin, mengenal sesama muslim, serta bersinergi. Itulah mengapa 

transaksi syariah sangat menjujung tinggi nilai kebersamaan sehingga 

tidak merugikan pihak lain namun tetap memperoleh manfaatnya. 

b) Keadilan 

Asas keadilan, berarti terbebas dari undus:  
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1) Riba yang merupakan tambahan dari utang piutang yang 

dibebankan kepada penerima utang.  

2) Kezaliman merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat merugikan 

diri sendiri maupun orang lain.  

3) Maysir merupakan sistem transaksi yang mengandung unsur 

perjudian.  

4) Gharar merupakan sesuatu yang dapat merugikan orang lain karena 

ketidakjelasan transaksi yang kita lakukan. 

5) Haram merupakan suatu bentuk transaksi baik barang maupun jasa 

yang tidak diperbolehkan dalam islam. 

c) Kemaslahatan (maslahah)  

Yaitu sesuatu untuk memelihara agama, jiwa dan akal, serta agama dan 

kehormatan untuk kebaikan. 

d) Keseimbangan (tawazun)  

Yaitu keseimbangan dalam aspek sektor, ekonomi dalam proses 

pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan 

perjanjian. 

e) Universalisme (syumuliyah)  

Universalisme merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang 

kepada siapapun tanpa membedakan dari golongan mana. Semua 

orang berhak melakukan transaksi untuk kepentingan bersama maupun 

pribadi. 

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi 

syariah, harus memenuhi syarat: 



23 
 

 

 
 

1. Proses transaksi dilakukan atas dasar saling paham dan saling meridhai. 

2. Kebebasan transaksi akan tetap diakui selama hal itu baik.  

3. Uang bukanlah komoditas, melainkan hanya dijadikan alat tukar menukar.  

4. Bebas dari unsur riba..  

5. Bebas dari unsur kezaliman.  

6. Bebas unsur maysir (judi/untung-untungan)  

7. Bebas dari unsur gharar (tipu daya/penipuan)  

8. Bebas dari unsur haram. 

9. Tidak menilai waktu dari uang(time value o f money). 

10. Dalam satu akad tidak diperbolehkan adanya standar ganda harga. 

11. Bebas dari kondisi ekonomi yang tidak efisien yang mengganggu agen 

ekonomi melalui rekayasa permintaan (najasy) maupun melalui rekayasa 

penawaran (ihtikar). 

12. Bebas dari aktifitas suap menyuap (risywah).
16

 

C. Tinjaun Konseptual 

Ju ul p n litian ini a ala  “Transparansi  an Akunta ilitas Dana D sa  i 

D sa Wirin tasi K camatan Suppa”  Untuk alur fikir dan gambaran yang jelas 

mengenai penelitian ini, penulis akan menjelaskan maksud dari sub judul agar tidak 

terjadi kesalahfahaman dan lebih memudahkan untuk memahami pembahasan dari 

penelitian ini. 

1. Transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin masyarakat dalam mengakses 

keterbukaan saat melaksanakan suatu proses kegiatan. Dengan itu pemerintah 

                                                           
16 M  Doll  Ra matulla   “Analisis p n rapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 

t ntan  p m ia aan mura a a  pa a PT  BPRS Pu uarta Insani ”  Skripsi : Akuntansi S aria  ; UIN 

Sumatera Utara, 2018) hal.10 
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wajib memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepada 

pihak-pihak yang mebutuhkan informasi. 

2. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak pemberi 

mandat. 

3. Akuntansi Syariah adalah sistem pencatatan laporan keuangan, pengelolaan, dan 

penyajian data sehingga menjadi informasi dan digunakan untuk pengambilan 

keputusan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang 

menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan 

pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.
17

 

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka peneliti akan mengurai  terkait 

dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi. Peneliti 

akan melihat bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di desa Wiringtasi 

berdasarkan indikator transparansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 20 Tahun 2018, yaitu: 

1. Penyelenggaraan Musrembang Desa 

2. Menyampaikan informasi mengenai APB Desa 

3. Menyampaikan Informasi Laporan Pertanggungjawaban 

                                                           
17 Abd. Rahman Rahim, Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah, Yogyakarta: Zahir Publishing 

(2020), hal. 44. 
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Peneliti juga akan melihat bagaimana akuntabilitas dana desa di desa 

Wiringtasi ditinjau berdasarkan indikator akuntabilitas sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang meliputi: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban 

Transparansi dan akuntabilitas dana desa di desa Wiringtasi akan ditinjau 

berdasarkan akuntansi syariah, dimana indikator akuntansi syariah memiliki indikator 

sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban 

2. Keadilan 

3. Kebenaran 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat bagan kerangka pikir 

sebagai berikut. 
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Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.
18

 Pendekatan yang digunakan 

ialah pendekatan fenomenologi. Alasan dari penggunaan metode ini yaitu fokus 

dalam penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Wiringtasi Kecamatan 

Suppa Kabupaten Pinrang.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk 

merampungkan penelitian ini yaitu kurang lebih dua bulan. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu Transparansi dan Akuntabilitas 

Dana Desa Di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di 

lapangan untuk menjawab masalah yang muncul maupun tujuan dari penelitian yang 

                                                           
18 Firdaus Hamta, Metodologi Penelitian Akuntansi (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 85. 
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dilakukan baik itu penelitian deskriptif maupun eksploratif yang menggunakan 

metode pengumpulan data dengan survei maupun observasi.
19

 Dalam hal ini informan 

merupakan salah satu sumber informasi yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa yang 

dilakukan secara langsung, baik itu Kepala Desa Wiringtasi, Sekretaris Desa, Staff 

Desa dan juga masyarakat desa Wiringtasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara seperti data yang telah dipublikasikan
 .20

 . Data 

yang termasuk dalam data sekunder sekunder yaitu kepustakaan (Buku-buku, skripsi), 

Internet (Jurnal, artikel), dan dokumen-dokumen desa (Struktur organisasi, data 

kependudukan, laporan keuangan desa). 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lapangan untuk menghasilkan 

data-data secara mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data merupakan cara yang paling efisien dalam mengumpulkan data. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Pada 

penelitian kualitatif, pengumpulan data harus terjun langsung ke lapangan, 

organisasi, komunitas, maupun ke masyarakat-masyarakat, bukan hanya memperoleh 

                                                           
19 Asep Hermawan, Penelitian Bsinis Paradigma Kuantitatif (Jakarta: PT.Grasindo, 2005) 

hal. 168 
20 Ti w  A istin  Hi a at  an Su i ono  „P n aru  Struktur Mo al  Kebijakan Dividen, 

Profita ilitas T r a ap Nilai P rusa aan Pa a P rusa aan Manufaktur‟ Jurnal Ilmu  an Ris t 

Manajemen: STEISIA Surabaya, 6.5 (2017), h. 6. 
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data dari atas meja. Hasil dari observasi bisa dalam bentuk gambaran, sikap dan 

perilaku yang dihasilkan dari interaksi antar manusia. 

Observasi dimulai dengan mengenali lokasi atau tempat penelitian. Setelah itu 

proses observasi dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi yang bersifat umum 

hingga diperoleh gambaran umum mengenai tempat penelitian.
21

 Dalam penelitian 

ini, peneliti akan melakukan observasi langsung di Kantor Desa Wiringtasi.  

2. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah salah satu teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan data (informasi) dari informan dengan proses tanya jawab secara lisan 

antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik. Adapun objek 

wawancara pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Staf desa dan Masyarakat Desa 

Wiringtasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tulisan atau catatan penting dari suatu lembaga 

maupun organisasi yang dijadikan sebagai informasi penting dalam penelitian. 

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar dalam memperkuat 

hasil penelitian tersebut. Adapun pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi yaitu 

seperti RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), Bukti Pencairan DD (Dana 

Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa), bukti pemasukan dan pengeluaran dari 

bendahara, dan sebagainya.  

F. Uji Keabsahan Data 

Data-data yang diperoleh terlebih dahulu perlu di uji keabsahan datanya. Uji 

keabsahan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu uji credibility (kredibilitas). 

                                                           
21 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Grasindo, 2010) hal. 112 
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Dalam konsep ini, validitas dilihat sebagai evaluasi untuk menentukan apakah 

interpresi dan kesimpulan penelitian didukung oleh bukti-bukti data yang ada. 

Validitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan ketepatan prosedur melakukan 

penelitian sehingga hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut dapat 

dipercaya sebagai suatu kebenaran umum. 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan merupakan aktifitas dimana peneliti kembali ke 

lapangan untuk melakukan pengamatan kembali, dan melakukan wawancara kembali 

dengan informan yang pernah ditemui sebelumnya. Hal ini menjadikan hubungan 

peneliti dengan informan semakin tegas dan jelas dalam melakukan pengumpulan 

data. Dari hasil penelitian, data yang difokuskan dicek kembali ke lapangan apakah 

sudah benar atau tidak, atau ada perubahan. Selanjutnya apabila data yang diperoleh 

sudah sesuai maka perpanjangan pengamatan ini dapat di akhiri. 

b. Triangulasi 

Triangulasi merupakan pengecekan kembali data yang telah diperoleh dengan 

cara mengecek dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu. 

Terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data dan triangulasi waktu. Data yang telah dianalisi oleh peneliti menghasilkan 

kesimpulan yang selanjutnya dilakukan member check atau meminta kesepakatan 

dengan tiga sumber data tersebut.
22

 

 

 

                                                           
22 Hengki Wijaya, Analisis Data kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Sekolah Tinggi 

Theologia Jaffray, 2018), h. 121.  
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan teknik dalam menjalankan atau memproses 

data yang kemudian menjadi informasi, perlu dilakukan analisis data agar data yang 

dihasilkan jelas dan mudah dipahami. Hal ini juga penting dilakukan agar masalah 

yang dihadapi nantinya dapat secara mudah diselesaikan  

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang 

dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, 

dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih 

mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.
23

 

1) Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum data, memilij hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.  

2) Penyajian Data (Data Display) 

Display data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, 

matrik, network (jejaring kerja) dan chart. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan hal atau temuan baru yang 

belum pernah ada sebelumnya. Hasil temuan ini bisa berupa gambaran atau 

                                                           
23 Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). 

Hal. 87 
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penjelasan mengenai suatu masalah yang di angkat dalam penelitian yang 

sebelumnya masih tidak jelas. Kesimpulan dapat dikatakan kredibel apabila 

kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke 

lapangan untuk mengumpulkan data.
24

 

                                                           
24 Anis Eliyana, et al., eds., Percepatan Pengembangan Desa Mandiri, Surabaya: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur (Universitas Brawijaya Malang, 2019) hal. 610 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang 

Indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur transparansi 

pengelolaan dana desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang yaitu berpedoman 

pada Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.  

Pada tahap perencanaan Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa 

untuk membahas dan menyepakati RKP Desa. Dari hasil wawancara dengan Kepala 

Desa: 

“Kami m laksanakan Musr m an  D sa  an   ilaksanakan  i awal ta un atau 

dalam hal ini januari per tahun pelaksanaan/awal bulan (januari) untuk 

membicarakan mengenai Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)  

dalam satu tahun.” 

Lanjutnya : 

“Dalam musyawarah desa dalam hal ini Musrembang Desa kami dari 

pemerintah desa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, BPD, tokoh 

pendidik, tokoh pemuda, tokoh agama, dan organisasi desa”
25

 

Hal tersebut diperkuat oleh Ketua Karang Taruna Desa Wiringtasi, bahwa : 

“B nar  s lalu  ia akan Musr m an  D sa s tiap ta unn a  Dalam 

musyawarah tersebut kita dari masyarakat desa memaparkan apa-apa saja 

yang kita butuhkan, dan apa saja kendala yang kita alami. Dalam 

musyawarah juga masyarakat betul-betul aktif sehingga bisa dikatakan 

perencanaan ini sepenuhnya dari masyarakat. Nanti dari pemerintah desa 

yang menampung usulan-usulan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan 

Musrembangdes pemerintah desa memang mengundang tokoh-tokoh 

masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini. Biasanya yang hadir dalam 

                                                           
25 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. 

Pinrang, 29 Mei 2023. 
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kegiatan ini yaitu BPD, perwakilan dari organisasi desa, kepala dusun, 

tokoh agama, tokoh pendidik dan lain-lain.
26

 

Hasil dari uraian kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

tahap perencanaan pembangunan desa, kepala desa melakukan Musrembang Desa 

untuk membahas dan menyepakati RKP Desa, dimana perencanaan tersebut 

berasal dari usulan-usulan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat 

memberikan usulan rencana kerja yang diharapkan bisa terealisasikan agar desa 

bisa lebih maju dan berkembang.  

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang Desa sangat 

berperan penting terhadap keberhasilan dan tercapainya tujuan dalam perencanaan 

pembangunan desa tersebut. Adanya usulan yang diberikan oleh masyarakat 

mengenai program-program menjadi masukan penting bagi pemerintah desa, maka 

dari itu masyarakat yang ikut dalam Musrembang Desa diharapkan lebih aktif 

dalam berbicara serta memberikan usulannya. Selain memberikan usulan 

masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. keterlibatan masyarakat 

harus dikedepankan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran. Adapun 

menurut Bapak Rahibu selaku masyarakat Desa Wiring Tasi, bahwa:  

“Keterlibatan masyarakat Desa Wiringtasi dalam mengikuti 

Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif. Karena memang pada dasarnya 

kegiatan ini memang ditujukan untuk mendengar suara masyarakat seperti 

keluhan dan kebutuhan masyarakat yang diharap kedepannya bisa 

disediakan oleh desa. Jika masyarakat hanya ikut duduk dan mendengarkan 

bagaimana bisa pembangunan desa bisa lebih maju. Partisipasi Masyarakat 

berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa sebab dari awal 

perencanaan ide dan saran semua nya bersumber dari masyarakat. 

Partisipasi masyarakat Desa Wiringtasi yang biasa dilihat yaitu gotong 

                                                           
26 Rahmatullah Djunaid, Ketua Karang Taruna, Wawancara di Rumah Penyu Lowita Desa 

Wiringtasi, Kab. Pinrang, 21 Mei 2023 
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royong dalam perbaikan jalanan, pembangunan sarana dan prasarana, dan 

fasilitas lainnya.”
27

 

Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah dapat 

dikatakan aktif dalam memberikan usulan mengenai program kerja desa serta ikut 

berprtisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 

tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 39 ayat 1, Pemerintah Desa 

menyampaikan informasi mengenai dana desa yang dikelola melalui media 

informasi. Pasal 39 ayat 2, informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 

paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang 

melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan. Sesuai dengan wawancara Kepala 

Desa : 

“Benar, kami menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 

masyarakat melalui Baliho sebagai bentuk transparansi desa kepada 

masyarakat. Kami juga mempunyai website desa yang di dalamnya 

memuat mengenai profil desa, kependudukan dan lain-lain. Namun karena 

faktor tertentu website tersebut tidak terlalu aktif, makanya kami hanya 

menggunakan baliho sebagai media informasi” 
28

 

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat desa terkait media 

informasi dana desa sebagai berikut : 

“Terkait informasi mengenai dana desa, semua desa itu harus transparan 

tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan untuk media informasi di Desa 

Wiringtasi setau saya ada website yang bisa diakses untuk mengetahui 

informasi mengenai desa. Tapi sepertinya website tersebut tidak terlalu 

aktif. Harusnya di website tersebut kita bisa lihat apa saja pencapaian desa 

dalam satu tahun itu, apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum 

                                                           
27 Rahibu, Masyarakat Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Masyarakat Desa Wiring 

Tasi Kab. Pinrang, 17 Mei 2023. 
28 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. 

Pinrang, 29 Mei 2023. 
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terlaksana. Namun untuk informasi keuangannya, pemerintah menyediakan 

baliho yang di pajang di depan kantor desa. Disitu masyarakat bisa melihat 

berapa dana desa di periode ini, berapa yang dialokasikan untuk ini dan 

sebagainya.”
29

 

Hasil wawancara yang di sampaikan kedua informan diatas, media 

informasi yang bisa diakses oleh masyarakat desa yaitu baliho. Baliho tersebut 

merupakan bentuk transparansi pemerintah Desa Wiring Tasi dalam pengelolaan 

keuangan desa. Namun website desa yang diharapkan oleh masyarakat bisa aktif 

kembali agar masyarakat dapat secara mudah memantau bagaimana perkembangan 

Desa dan sisa dana. Namun dengan adanya Baliho tersebut masyarakat sudah 

dapat merasakan transparan pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara umum Desa Wiring Tasi sudah sesuai dengan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat 1. 

Prinsip keterbukaan menjadi hal yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterbukaan merupakan hak dalam 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak menyimpang dari apa yang 

sebenarnya terjadi. Untuk menumbuhkan rasa percaya, Pemerintah Desa Wiring 

Tasi memberikan informasi melalui media baliho untuk menerapkan prinsip 

transparansi. Hal ini ditekankan oleh Kepala Desa bahwa: 

“Dalam m laksanakan prinsip transparansi kami  ari p m rinta  D sa 

Wiring Tasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi 

keuangan desa melalui Baliho yang kami pasang di depan kantor desa. Dan 

untuk pengeluaran-pengeluaran yang kami gunakan kami 

menginformasikan melalui pertemuan dengan RT/RW dan Kepala Dusun 

                                                           
29 Renaldi, Masyarakat, Wawancara di Rumah Penyu Lowita Desa Wiring Tasi, Kab. Pinrang, 

21 Mei 2023 
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untuk memberi tau semua pengeluaran selama waktu yang ditentukan, 

biasanya s tiap  ulan ”
30

 

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan, Pemerintah Desa Wiring Tasi 

menginformasikan mengenai keadaan keuangan desa melalui media informasi 

yakni Baliho serta mengadakan pertemuan untuk menginformasikan mengenai 

pengeluaran yang digunakan selama kurang lebih satu bulan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan keuangan desa Pasal 72 ayat 1, laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan  APB Desa dan realisasi APB Desa di informasikan kepada 

masyarakat melalui media informasi dan Pasal 72 ayat 2 informasi yang dimaksud 

pada ayat 1 paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi 

kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan 

alamat pengaduan. Sesuai dengan wawancara Kepala Desa : 

“Laporan Pertanggungjawaban kami informasikan melalui Baliho juga, 

sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban ini di susun akhir tahun jadi 

kita membuat baliho Laporan Realisasi ini diakhir tahun juga setelah kami 

melaporkan kepada Bupati melalui camat”
31

 

Dari apa yang disampaikan informan di atas pemerintah desa telah 

memberikan akses informasi laporan pertanggungjawaban melalui baliho. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Desa Wiring Tasi sudah transparan dalam hal Laporan 

Pertanggungjawaban dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 

pasal 72 ayat 1 dan 2. 

                                                           
30 Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. 

Pinrang, 31 Mei 2023. 
31 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. 

Pinrang, 29 Mei 2023.  
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Transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat menunjukkan tingkat 

pembangunan desa apabila transparansi tidak diterapkan bagaimana cara 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini akan 

berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan 

menjadikan desa yang tidak mensejahterahkan masyarakatnya. Seperti wawancara 

yang dilakukan dengan Kepala Desa bahwa: 

“Menurut saya Transparansi dalam pengelolaan dana desa amat sangat 

penting. Trasnparansi dapat menunjukkan sampai mana penyelenggaraan 

pembangunan desa itu dilakukan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat 

dalam mengetahui secara jelas dan nyata mengenai desa. Ada beberapa 

indikator yang perlu dijalankan dalam pengelolaan dana desa, yang 

pertama itu transparansi dalam perencanaan. Kedua, transparansi dalam 

pelaksanaan dan ketiga, transparansi dalam pelaporan dan 

pertanggungjawaban pemerintah desa. Dari indikator tersebut apabila 

semua sudah di jalankan maka tingkat transparansi desa bisa disebut sudah 

sangat transparan. Namun jika ada salah satu dari indikator tersebut ada 

yang tidak terlaksana maka bisa terjadi kecurangan dan penyelewengan. 

Maka dari itu transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa.”
32

 

Hasil wawancara diatas menegaskan bahwa transparansi sangat penting 

dalam pengelolaan Dana Desa. Apabila tranparansi ini tidak terlaksana maka akan 

terjadi kecurangan dan penyelewengan dana.Adapun  

2. Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang 

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana 

desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang yaitu berpedoman pada Peraturan 

Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

                                                           
32Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. 

Pinrang, 29 Mei 2023. 
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Keuangan Desa. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa dibagi menjadi 5 (lima) 

tahapan. Kelima siklus tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

1) Perencanaan 

Permendagri Pasal 31 ayat 1 tentang Perencanaan pengelolaan keuangan 

desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada 

tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Hasil wawancara dengan 

Kepala Desa : 

“I a benar, dalam APB Desa tertera penerimaan dan pengeluaran mengenai 

p r ncanaan p n  lolaan k uan an   sa ” 

Permendagri Pasal 31 ayat 2, Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan 

rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman 

penyusunan APB Desa yang di atur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap 

tahun dan Pasal 31 ayat 4, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan 
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bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa. Hasil wawancara dengan 

Kepala Desa Desa : 

“B nar  s tiap p laksanaan APB Desa itu dituangkan dalam musyawarah 

dan dirapatkan kembali dalam rencana APB Desa, dituangkan menjadi 

APB Desa tahun berjalan sesuai dengan RKP Desa dan setiap rancangan 

penyusunan APB Desa itu harus di musyawarahkan bersama BPD dan 

dihadiri beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga 

kemasyarakatan desa dan semua unsur yang terlibat yang kemudian 

ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa.”
33

 

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wiringtasi : 

“Kami m n usun APB D sa s saui   n an RKP D sa  an  telah 

ditetapkan, dan penyusunan tersebut kami koordinasikan terlebih dahulu 

m lalui mus awara   an   i a iri ol       rapa toko  mas arakat ”
34

 

Hasil Dari apa yang di sampaikan dua informan di atas, setiap penyusunan 

APB Desa sesuai dengan RKP Desa yang sudah di sepakati sebelumnya pada 

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) yang kemudian 

Sekretaris Desa atas nama penyusun APB Desa menyampaikan rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) kepada Kepala Desa.  

Hasil ketiga indikator perencanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang 

pada tahap perencanaan  sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun 

2018 dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dapat dikatakan Accountabel.  

                                                           
33 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. 

Pinrang, 29 Mei 2023. 
34 Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. 

Pinrang, 31 Mei 2023. 
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2) Pelaksanaan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1, pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan 

melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa : 

“Ta apan pencairan itu melalui permohonan dari tingkat desa ke 

kecamatan dan dilanjutkan ke dinas kemasyarakatan desa dalam hal ini 

PMD dan ditindak lanjuti dinas keuangan kemudian di transfer ke rekening 

atas nama   sa  R k nin  atas nama D sa Wirin  Tasi”
35

 

Wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa Wiring Tasi terkait 

rekening Kas Desa sebagai berikut : 

“D sa Wirin  Tasi m mpun ai r k nin  t rs n iri atas Nama D sa Wirin  

Tasi. Dalam rekening tersebut semua kegiatan yang berhubungan dengan 

penerimaan dan pen  luaran   sa  ilakukan m lalui r k nin  t rs  ut”
36

 

Dari hasil wawancara kedua informan diatas, Desa Wiring Tasi 

menggunakan rekening kas desa atas nama desa itu sendiri yaitu Desa Wiring Tasi 

yang sebelumnya telah dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan Kepala 

Desa dan Kaur Keuangan dimana rekening ini digunakan untuk penerimaan dan 

pengeluaran desa.  

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 56, Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 

seluruh kegiatan selesai. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa : 

                                                           
35 Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. 

Pinrang, 29 Mei 2023. 
36 Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. 

Pinrang, 16 Mei 2023. 
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“I a ja i kaur  an kasi m n ampaikan laporan ak ir r alisasi p laksanaan 

kegiatan dan anggaran kepada kepala desa, namun waktu dalam pelaporan 

ini tidak menentu karena biasanya ada kebijakan dari camat untuk waktu 

penyelesaian laporan ini. Setiap tahunnya bukan perangkat desa saja yang 

harus melaporkan, jadi tingkatannya itu dari staff, sekertaris desa, dan ke 

bendahara. Bendahara dengan sekretaris desa melaporkan pelaksanaannya 

kepada kepala desa serta kepala desa melaporkan ke BPD, setelah itu 

kepala desa melaporkan ke camat. Dan itu dituangkan dalam realisasi 

p laksanaan k  iatan  an an  aran ”
37

 

Wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara mengenai laporan akhir 

realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yaitu sebagai berikut : 

“Benar, kami wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa setelah seluruh kegiatan selesai 

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
38

 

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Kasi dan 

Kaur menyerahkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 57 ayat 4, Kepala Desa melaporkan 

pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 

(satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan. Adapun hasil wawancara 

dengan Kepala Desa : 

“Setiap pelaksanaan bidang tak terduga itu tertuang pada APB Desa, jadi 

pelaksanaannya pertahun itu dituangkan sesuai sub bidangnya. Tapi 

terkadang bidang tak terduga itu tak tersalur jadi sesuai dengan kondisi 

desa dalam setahun itu. Jadi kadang keluar kadang juga tidak/mengendap. 
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Namun pada tahun 2022 kami tidak ada menggunakan anggaran belanja 

tak t r u a ”
39

 

Ketiga indikator pelaksanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang 

pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Regulasi Permendagri No. 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel. 

3) Penatausahaan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 63 ayat 1, penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 

Pasal 63 ayat 2, penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayar 1 dilakukan 

dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Hasil 

wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara sebagai berikut : 

“B nar  Kaur k uan an m ran kap s  a ai   n a ara   sa   rtu as untuk 

mengatur Keuangan dalam hal ini penatausahaan keuangan. Pencatatan 

mengenai penerimaan dan penegeluaran yang berkaitan dengan kas di catat 

 alam  uku kas umum ”
40

 

Pasal 63 ayat 3, Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 ditutup setiap akhir tahun. Sesuai dengan wawancara Kepala Desa 

bahwa:  

“Setiap akhir tahun pasti ditutup karena penerimaan dan pengeluaran pada 

buku kas umum merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban 

  sa ”
41
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4) Pelaporan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

Pasal 68 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.  Pasal 68 ayat 2 

laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa 

dan laporan realisasi kegiatan. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa 

sebagai berikut : 

“Benar, untuk penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester 

pertama kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat. 

Pelaporan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil yang telah dilakukan 

sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa. Laporan APB Desa 

tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi 

k  iatan ”
42

 

Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara mengenai laporan 

pelaksanaan APB Desa yaitu sebagai berikut : 

“Laporan p laksanaan APB D sa tiap s m st r/ta un   rjalan  an  t la  

disusun dilaporkan kepada bupati melalui camat biasanya bulan juli dan 

 i  rikan k  ijakan palin  lam at  ulan   s m  r ”
43

 

Pasal 68 ayat 2, Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa : 

“B nar kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan 

menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran, namun untuk laporan ini paling lambat bulan desember/akhir 
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tahun. Karena pemerintah desa melaksanakan APB Desa pada bulan 

  s m  r ja i t rka an  a a k  ijakan untuk p laporann a ”
44

 

Ketiga indikator pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil 

wawancara kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Wiring Tasi 

dalam hal pelaporan sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel. 

5) Pertanggungjawaban 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

Pasal 70 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran. Ayat 2, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan ayat 3 Peraturan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan : 

a. Laporan Keuangan, terdiri atas : 

1. Laporan realisasi APB Desa; dan 

2. Catatan atas laporan keuangan. 

b. Laporan realisasi kegiatan; dan 

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke 

Desa. 

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai Laporan 

Pertanggungjawaban Desa yaitu sebagai berikut: 
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“Betul, laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dilaporkan setiap 

akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban tersebut disampaikan 

paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai dengan yang 

telah ditetapkan pada Peraturan Desa. mengenai laporan 

pertanggungjawaban didalamnya sudah termasuk laporan realisasi kegiatan 

dan program-program lainn a  Ja i laporan t rs  ut  i uat m nja i satu ”
45

 

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban 

dilaporkan setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan. Laporan tersebut 

memuat mengenai   laporan realisasi kegiatan dan program-program lainnya. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi 

Kabupaten Pinrang Perspektif Akuntansi Syariah 

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Dana Desa harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Al-Quran surah AL-Baqarah : 282 

ada tiga indikator yang menjadi dasar dalam konsep akuntansi syariah yakni 

Pertanggungjawaban, Keadilan dan Kebenaran.  

1. Pertanggungjawaban 

Adanya tanggungjawab dari pemerintah desa menjadikan kepercayaan oleh 

masyarakat lebih meningkat. Sebagaimana wawancara dengan Kepala Desa : 

“Setiap pelaksanaan kegiatan selesai kita selalu laporkan karena hal 

tersebut tertuang dalam peraturan Bupati. Kegiatan yang menggunakan 

dana desa, bidang tak terduga, pemberdayaan masyarakat semua harus 

dilaporkan. Dan semua itu akan kita jadikan laporan pertanggungjawaban 

pada akhir tahun anggaran yang kemudian kita laporkan kepada bupati 

melalui camat. Laporan ini juga kita serahkan kepada BPD untuk 

 isampaikan k pa a mas arakat ”
46
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Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan mengenai 

Pertanggungjawaban yaitu : 

“B ntuk p rtan  un jawa an p m rinta    sa  akni Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun secara bertahap (triwulan). Tahap 

pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20% dari nilai pa u ”
47

 

Pada dasarnya, Laporan Pertanggungjawaban ini merupakan laporan 

realisasi dari Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati setelah tahun 

anggaran berakhir. Namun untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, di 

informasikan melalui media yang mudah diakses masyarakat. Sesuai dengan 

wawancara Kaur Pemerintahan bahwa: 

“Untuk P rtan  un jawa an k pa a mas arakat   sa kami m n ampaikan 

melalui BPD dan tokoh masyarakat lainnya, kami juga menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban ini di papan informasi, untuk website kami 

belum terlalu aktif namun kita tetap usahakan agar laporan ini bisa di 

k ta ui mas arakat luas ”  

Hasil wawancara kedua informan diatas, dapat disimpulkan pemerintah 

desa sudah menjalankan pertanggungjawaban sesuai dengan Prinsip Akuntansi 

Syariah yang dapat dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat 

oleh pemerintah desa. 

2. Keadilan 

Bentuk keadilan di Desa Wiring Tasi yaitu dengan mengadakan musyawarah 

desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan : 

“Untuk penerapan konsep keadilan pemerintah desa mengadakan 

musyawarah desa dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh 
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agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dari organisasi dan sebagainya. 

Kami dari pemerintah desa mendengarkan setiap usulan yang diberikan 

oleh masyarakat. Jadi bukan semata mata hanya mendengarkan dari 

beberapa pihak saja tetapi kami mengupayakan semua saran dan usulan 

kami   n ar  an tampun  s rta  iupa akan a ar t rlaksana ”
48

 

Hal ini dibenarkan oleh Bil Afni selaku masyarakat Desa Wiring Tasi bahwa : 

“A an a musyawarah merupakan suatu upaya dalam pengambilan 

keputusan bersama,bukan secara sepihak. Pemerintah Desa telah 

melakukan musyawarah guna menampung usulan-usulan dari masyarakat. 

Semua saran, kebutuhan dan keluhan-keluhan masyarakat dikeluarkan guna 

untuk tercapainya desa yang maju. Semua saran yang diberikan di tampung 

oleh pemerintah desa yang selanjutnya direncanakan sebagai pelaksanaan 

pembangunan desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sudah 

cukup adil dalam menerima setiap usulan yang diberikan.
49

 

Menurut dua informan diatas penerapan konsep keadilan dari pemerintah desa 

yaitu dengan mendengar setiap usulan yang diberikan masyarakat dalam musyawarah 

desa. Setiap usulan ini diterima oleh pemerintah desa tanpa adanya penolakan, 

namun seperti musyawarah lain setiap usulan yang diterima akan dibicarakan 

kembali dan dipilih mana yang menjadi prioritas dan harus dilaksanakan. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa: 

“Sala  satu  al  an  s lalu kami p rta ankan yaitu perdamaian antara 

masyarakat, dalam hal pembangunan, pendidikan maupun kesehatan kami 

tidak berat sebelah, dari dua dusun yang ada di Desa Wiring Tasi 

alhamdulillah dari segi pendidikan sudah terpenuhi, organisasi desa 

biasanya mengadakan pembelajaran bersama baik dari kelompok ibu-ibu 

maupun anak-anak, dari segi kesehatan kami juga mempunyai posyandu di 
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setiap dusun agar memudahkan balita untuk imunisasi. Jadi untuk konsep 

k a ilan    sa su a   isa  ikatakan a il ”
50

 

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Pemerintah Desa sudah bersikap 

Adil kepada masyarakat, tidak membeda-bedakan dan memberikan kesempatan 

kepada semua masyarakat yang ingin memberikan usulan. 

3. Kebenaran 

Kebenaran adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal sehat, 

yang tidak akan ditumbangkan oleh perkisaran zaman, yang menolak dari segala 

yang salah, menentang yang bobrok, angan-angan yang tak mendasar. Al-Quran 

mejelaskan arti kebenaran dalam dua hal, pertama menjelaskan makna kebenaran 

berarti suatu yang real dan jelas, artinya pembenaran terhadap realitas, makna yang 

kedua melalui penjelasan tentang lawan kata benar yaitu kata bathil atau dhalal 

artinya kesesatan. Kata haq atau benar dalam Al-Quran mempunyai arti, sesuatu yang 

wajib ditetapkan, dan akal tidak akan bisa mengingkari eksistensinya.
51

 

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa mengenai bentuk kebenaran dalam 

pengelolaan dana desa yaitu: 

“Kami menerapkan prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa. Kami 

mengelola keuangan desa sesuai dengan PerDes. Setiap dana yang kami 

gunakan bisa kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti 

k  iatan  an  t la  t r alisasikan ”
52

 

Wawancara dengan Bendahara mengenai prinsip kebenaran dalam 

pengelolaan keuangan desa yaitu: 
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“Sesuai dengan Permendagri kemudian ditindak lanjuti Perbup dan Perdes, 

kami mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap kegiatan 

yang sudah terlaksana atau terealisasikan kami akan catat dan laporkan 

kepada bupati, Laporan Pertanggungjawaban merupakan bukti kegiatan yang 

t r alisasikan   n an jumla   ana  an   i unakan ”
53

 

Selain itu, akuntansi syariah juga merupakan kesesuaian dalam hal ini 

kesesuaian antara apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang di catat, serta sesuai 

dengan apa yang dilaporkan. Kesesuaian tersebut merupakan bagian dari 

tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini sesuai 

dengan wawancara Bendahara bahwa: 

“kami m n usun Laporan P rtan  un jawa an  an m laporkann a s suai 

dengan yang kami catat sebelumnya. Tidak ada yang kami lebih-lebihkan 

maupun di kurang-kurangi baik itu pencatatan penerimaan maupun 

pencatatan pengeluaran, kas ataupun transfer. Semua sudah sesuai dengan 

buku kas yang kami catat dengan laporan Pertanggungjawaban yang 

diserahkan di ak ir ta un an  aran ”
54

 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Wiring 

Tasi sudah sesuai dengan prinsip Kebenaran. Laporan Pertanggungjawaban 

merupakan salah satu bukti bahwa apa yang di catat dengan apa yang terjadi di 

lapangan. Adapun dari ketiga prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan 

Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang sudah sesuai perspektif akuntansi 

syariah. Prinsip Pertanggungjawaban dengan membuat laporan Pertanggungjawaban 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah, prinsip keadilan dengan memberikan 
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kesempatan kepada masyarakat yang ingin memberikan usulan, dan prinsip 

kebenaran dengan melaporkan sesuai dengan yang terealisasikan. 

B. Pembahasan 

1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang 

Pada tahap awal perencanaan Kepala Desa mengadakan musyawarah desa 

yaitu Musrembang Desa dengan tujuan untuk merencanakan Rancangan Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa) selama satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara 

bersama informan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan 

dana desa sangat dibutuhkan guna untuk tercapainya tujuan desa. Musrembang 

merupakan wadah untuk masyarakat dalam memberikan usulan yang kemudian 

disetujui oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi RKPDesa dan selanjutnya 

dijadikan dasar penetapan APB Desa. APB Desa merupakan sebuah aturan desa yang 

didalamnya memuat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. 

Dalam Musrembangdes tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 

pendidik, karang taruna, serta organisasi desa lainnya. 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat 1, Pemerintah desa 

menyampaikan informasi mengenai dana desa yang dikelola melalui media 

infromasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan, penyediaan 

media informasi mengenai dana desa di di Desa Wiringtasi yaitu dengan adanya 

baliho. baliho merupakan bentuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan 

keuangan desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan keuangan desa Pasal 72 ayat 1 dan 2. Pemerintah desa memberikan 

akses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan 



 

52 
 
 

 
 

realisasi APB Desa serta laporan tersebut paling sedikit memuat laporan realisasi 

APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak 

terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.  

Medina and Ruffin dalam penelitiannya bahwa “transpar nc   o s  av   ot  

a  ir ct  ff ct on trust an  an in ir ct  ff ct t at is m  iat      satisfaction” 55 

Transparansi memiliki efek yang cukup besar dalam pengelolaan dana desa.  

Pemerintah desa yang tertutup mengenai kondisi keuangannya dapat menimbulkan 

argumen di masyarakat bahwa ada rahasia mengenai penyelewengan keuangan. Hal 

ini dikarenakan Pemerintah desa tidak dapat menjelaskan mengenai pengalokasian 

keuangan yang tidak sesuai dengan kinerja pembangunan desa. 

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2022 

dapat dilihat pada gambar di bawah. 
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Gambar 4. 2 APB Desa Wiring Tasi 
Sumber Data: Arsip Pemerintahan Desa 
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2. Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang 

1) Perencanaan 

Permendagri Pasal 31 ayat 1 tentang Perencanaan pengelolaan keuangan 

desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa 

pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Hasil wawancara 

dengan informan bahwa dalam APB Desa tertera penerimaan dan pengeluaran 

mengenai rencana pengelolaan keuangan desa. APB Desa terdiri dari 

pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. 

Permendagri Pasal 31 ayat 2, Sekretaris desa mengkoordinasi 

penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan 

pedoman penyusunan APB Desa yang di atur dengan Peraturan Bupati/Wali 

Kota setiap tahun dan Pasal 31 ayat 4, Rancangan APB Desa yang telah disusun 

merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa. Adapun hasil 

wawancara dengan informan bahwa setiap penyusunan APB Desa sesuai dengan 

RKP Desa yang sudah di sepakati sebelumnya pada Musyawarah Rencana 

Pembangunan Desa (Musrembang Desa) yang kemudian Sekretaris Desa atas 

nama penyusun APB Desa menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (RAPBDes) kepada Kepala Desa. 

Hasil dari indikator perencanaan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang pada tahap 

perencanaan  sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan 

dapat dikatakan Accountabel. Menurut Ahmad Mustanir dkk dalam bukunya 

“T ori A ministrasi Pu lik” m nj laskan  a wa p r ncanaan p m an unan 

desa disusun sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada peraturan 
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perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota56 yaitu Peraturan Pemerintah 

Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan desa. 

Pada dasarnya partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan 

dari suatu pembangunan baik itu dalam pemberian masukan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Maka dari 

itu, setiap individu ataupun dalam bermasyarakat yang merasakan manfaat 

dari pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan dari perencanaan 

pro ram k rja p m rinta    sa ”57 Hal ini juga dapat menjadikan masyarakat 

dan pemerintah desa bekerja sama dalam pengembangan wilayahnya. 

M nurut A ma  Mustanir  kk  alam  ukun a “T ori A ministrasi Pu lik” 

menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan 

kewenangan dan mengacu pada peraturan perencanaan pembangunan 

Kabupaten dan Kota
58

 yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri mengenai 

pengelolaan keuangan desa. 

  

                                                           
56 Ahmad Mustanir, dkk. Teori Administrasi Publik, Sumatra: PT Global Eksekutif Teknologi, 

2023. Hal. 123 
57 Lakmanul Hakim  “Partisipasi Mas arakat Dalam P m an unan Desa Sukamerta 

K camatan Rawam rta Ka upat n Karawan ” Jurnal Politikum Indonesiana 2, No. 2, 2017. Hal. 43 
58 Ahmad Mustanir, dkk. Teori Administrasi Publik, Sumatra: PT Global Eksekutif Teknologi, 

2023. Hal. 123 



56 

 

Tabel 4. 1 Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

  Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA)   

  Tahun 2022   

  Desa : Wiring Tasi 

           

  

  Kecamatan : Suppa 

           

  

  Kabupaten : Pinrang 

 
 

 

    
 

   

  

  Provinsi : Sulawesi Selatan 

 
 

 

    
 

   

  

  

No 

Bidang/Jenis Kegiatan 

Lokasi Volume Sasaran/Manfaat 
Prakiraan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan 

Rencana 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

  

  

Bidang   Jenis Kegiatan ADD DDS 
SOLPA 

DLL 
Swa 

kelola 

Kerja 
Sama 
Antar 
Desa 

Kerja 
Sama 
Pihak 
Ketiga 

  

  a b c d e f g h i     k l m n   

  

1 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
Desa 

1 Penghasilan Tetap & 
tunjangan Kepala 
Desa 

Wiring 
Tasi 

12 OB 

Terbayarnya 
Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan 
Kepala Desa 

Januari-
Desember 

57.000.000     



    kaur keuangan   

  

2 Penghasilan Tetap & 
tunjangan 
perangkat Desa 

Wiring 
Tasi 

12 OB 

Terbayarnya 
Penghasilan dan 
Tunjangan 
Perangkat Desa 

Januari-
Desember 

193.892.400     



    kaur keuangan   

  

3 
Penyediaan jaminan 
sosial Kepala Desa 
dan Perangkat Desa Wiring 

Tasi 

12 OB 

Terpenuhnya 
Operasional 
jaminan sosial 
Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

Januari-
Desember 

2.000.000     



    kaur Keuangan   

  
4 

Penyediaan 
Operasional 
Pemerintah Desa 

Wiring 
Tasi 

12 OB 
Terpenuhinya 
operasional 
perangkat desa 

Januari-
Desember 

150.000.000     


    
Kaur Umum & 
Tata Usaha   

  
5 

Penyediaan 
Tunjangan BPD  

Wiring 
Tasi 

12 OB 
Terbayarnya 
tunjangan BPD 

Januari-
Desember 34.200.000     



    kaur Keuangan   

  
6 

Penyediaan 
Operasional BPD 

Wiring 
Tasi 

12 OB 
terpenuhinya 
operasional BPD 

Januari-
Desember 5.000.000     



    
Kaur Umum & 
Tata Usaha   

  
7 

Penyediaan 
Insentif/Operasional 
RT/RW 

Wiring 
Tasi 

12 OB 
Terpenuhinya 
operasional 
RT/RW 

Januari-
Desember 

7.200.000     


    kaur Keuangan   
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8 

Penyediaan sarana 
)Aset Tetap 
Perkantoran) 

Wiring 
Tasi 

12 OB 
Terpenuhinya 
operasional 
perkantoran 

Januari-
Desember 

251.140.000     



    
Kaur Umum & 
Tata Usaha   

  

9 

Penyelenggaraan 
Musyawarah 
Perencanaan 
Desa/Pembahasan 
APBDes 

Wiring 
Tasi 

12 OB 

Terselenggaranya 
Musyawarah 
Perencanaan 
Desa/Pembahasan 
APBDes 

Januari-
Desember 

5.000.000     



        

  

10 

Pengembangan 
Teknologi sistem 
geospasial infomasi 
desa berbasis digital 

Wiring 
Tasi 

1 Paket 

Adanya pemetaan 
desa dan 
digitalisasi desa 

Januari-
Desember 

65.000.000     



        

  

11 Pemutakhiran SDGs 

Wiring 
Tasi 

1 Paket 

meningkatkan 
data sdga agar 
sesuai dengan 
fakta di lapangan 

Januari-
Desember 

  6.000.000   



    
Kaur 
Perencanaan   

  Jumlah Per Bidang 1 770.432.400               

  

2 
Pembangunan 

Desa 

1 Pemberian 
Makanan Tambahan 

Wiring 
Tasi 

12 Bln 
terpenuhinya 
nutrisi bayi/balita 

Januari-
Desember 4.800.000     



    Kasi Pelayanan   

  
2 

Insentif Kader 
Posyandu Wiring 

Tasi 

12 OB 

Meningkatkan 
kegiatan 
pelayanan 
posyandu 

Januari-
Desember   24.000.000   



    Kasi Pelayanan   

  3 Insentif KPM Wiring 
Tasi 

12 OB 
terselenggaranya 
insentif KPM 

Januari-
Desember   7.200.000   



    Kasi Pelayanan   

  
4 

Pengadaan Ponsel 
Pendata KPM 

Wiring 
Tasi 

1 Unit 
meningktanya 
pendataan kader 
KPM 

Januari-
Desember   5.000.000   



    
Kasi 
Kesejahteraan   

  
5 

Pembangunan 
Pemecah Ombak 
Pekuburan Lero 
Menralo 

Wiring 
Tasi 

1 Unit 

terbangunnya 
penahan tanah 
perkuburan Januari-

Desember 16.271.600     



    
Kasi 
Kesejahteraan   

  
6 

Pembangunan 
drainase samping 
kantor 

Wiring 
Tasi 

50 M 

Terbangunnya 
sarana dan 
prasarana 
lingkungan 

Januari-
Desember   47.820.650   



    
Kasi 
Kesejahteraan   

  
7 

Normalisasi 
drainase samping 
kantor desa 

Wiring 
Tasi 

95 M 

Terbangunnya 
sarana dan 
prasarana 
lingkungan 

Januari-
Desember   7.125.000   



    
Kasi 
Kesejahteraan   
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8 
Pembangunan 
muara saluran 
dusun Lero B 

Wiring 
Tasi 

36 M 

mengembangkan 
sistem 
transparansi dan 
akuntabilitas 
dalam 
pelaksanaan dana 
desa 

Januari-
Desember   76.521.650   



    
Kasi 
Kesejahteraan   

  9 
Pengadaan tenda 
perkuburan 

Wiring 
Tasi 

2 Unit 
Tersedianya 
fasilitas TPU 

Januari-
Desember   5.000.000   



    
Kasi 
Kesejahteraan   

  

10 
Pengadaan 
informasi Publik 
Desa (Baliho) 

Wiring 
Tasi 

1s 

mengembangkan 
sistem 
transparansi dan 
akuntabilitas 
dalam 
pelaksanaan dana 
desa 

Januari-
Desember 2.500.000     



    
Kasi 
Pemerintahan   

  

11 
Pembangunan 
jembatan Tani 

Wiring 
Tasi 

7 Unit 

Untuk 
memudahkan 
petani tambak 
dalam 
mengangkut hasil 
pertanian 

Januari-
Desember   108.374.000   

  

        

  

12 
Pembangunan pintu 
air tambak 

Wiring 
Tasi 

6x3 

untuk 
memudahkan 
petani tambak 
dalam mengontrol 
pasang surutnya 
air laut 

Januari-
Desember 15.000.000     

  

        

  Jumlah Per Bidang 2   38.571.600 430.841.300             

  

3 

  
  
  

Pembinaan 
Masyarakat 

1 
Bantuan alat 
olahraga 
kepemudaan 

Wiring 
Tasi 

1 Paket 
Terlaksananya 
kegiatan olahraga Januari-

Desember 5.000.000     


    Kasi Pelayanan   

  
2 Pembinaan LKD Wiring 

Tasi 
2 Paket 

Terlaksananya 
Kegiatan 
operasional Lkd 

Januari-
Desember 2.400.000     



    Kasi Pelayanan   

  
3 Pembinaan PKK Wiring 

Tasi 
3 Paket 

Terlaksananya 
kegiatan 
operasional PKK 

Januari-
Desember 15.000.000     



    Kasi Pelayanan   

  

4 
Pelatihan Kader 
Posyandu Wiring 

Tasi 

1 Kali 

meningkatnya 
kegiatan 
pelayanan 
posyandu 

Januari-
Desember 7.000.000     



    Kasi Pelayanan   

  Jumlah Per Bidang 3 29.400.000               
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4  

  
  

Pemberdayaan 
Masyarakat 

1 
Study Tour Kepala 
Desa Wiring 

Tasi 

1 Org 

Meningkatkan 
keterampilan 
aparatur desa 

Januari-
Desember       



    
Kasi 
Pemerintahan   

  
2 

Study Tour Kepala 
Desa & Perangkat 
Desa 

Wiring 
Tasi 

4 Org 

Meningkatkan 
keterampilan 
aparatur desa 

Januari-
Desember 40.000.000     



    
Kasi 
Pemerintahan   

  
3 

Pengembangan 
usaha pertanian 

Wiring 
Tasi 

1s 
Meningkatkan 
hasil pertanian 

Januari-
Desember   45.000.000   



    Kaur Keuangan   

  Jumlah Per Bidang 4 40.000.000 45.000.000             

  
5 

 
 

Penanggulangan 
Bencana Keadaan 

Darurat dan 
Mendesak desa 

1 BLTD Dana Desa 
Wiring 
Tasi 

12 OB 

Terbayarnya 
bantuan langsung 
tunai ke 
masyarakat 

Januari-
Desember   320.400.000   



    
Kasi 
Kesejahteraan   

  

2 
Pencegahan Covid-
19 Wiring 

Tasi 

1s 

Terlaksananya 
operasional 
penanggulangan 
bencana Januari-

Desember   61.349.600   



    
Kasi 
Kesejahteraan   

  3 Bidang tak Terduga Wiring 
Tasi 

1s 
Tersedianya biaya 
tak terduga 

Januari-
Desember       



    
Kasi 
Kesejahteraan   

  Jumlah Per Bidang 5   381.749.600             

      

  
JUMLAH TOTAL 878.404.000 857.590.900 

            

                                  

Sumber Data: Arsip Pemerintahan Desa, 2022 
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2) Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahap yang paling penting 

dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini semua kegiatan yang 

dilakukan pemerintah desa merupakan sebuah rangkaian dalam pembangunan 

desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1, pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang 

dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali 

Kota. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa Desa Wiring Tasi 

menggunakan rekening kas desa atas nama desa itu sendiri yaitu Desa Wiring 

Tasi yang sebelumnya telah dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan 

Kepala Desa dan Kaur Keuangan dimana rekening ini digunakan untuk 

penerimaan dan pengeluaran desa.  

Rekening Kas Desa adalah tempat menyimpan uang Pemerintah Desa 

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran Desa. Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk 

ke APBDesa melalui rekening kas desa. Penyaluran Dana Desa dari RKUN 

(Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) 

dilaksanakan setelah Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) 

selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Penyaluran DAK (Dana Alokasi 

Khusus) Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran.59  

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 56, Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 

                                                           
59 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa, Jakarta : 2021. 

(https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kota bumi/id/informasi/dana-transfer/dana-desa.html) 
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seluruh kegiatan selesai. Pemerintah desa Wiringtasi dalam hal ini Kepala 

Urusan (Kaur) dan Kasi (Kepala Seksi) menyampaikan laporan akhir realisasi 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala 

Desa menyampaikan laporan tersebut kepada Camat. Kaur dan Kasi Pemerintah 

Desa Wiringtasi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan 

dan anggaran kepada Kepala Desa setelah seluruh kegiatan selesai paling lambat 

7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. 

Sebelum menyusun laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran, Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA (Dokumen Pelaksana 

Anggaran) kepada Kepala Desa, setelah di setujui kaur dan Kasi mulai 

melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA. Setelah seluruh kegiatan selesai Kaur 

dan Kasi wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran kepada Kepala Desa. 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 57 ayat 4, Kepala Desa 

melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota 

paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan. Hasil 

wawancara dengan informan bahwa setiap pengeluaran anggaran belanja tak 

terduga tertuang pada APB Desa, namun dalam bidang ini hanya kemungkinan 

kecil dapat tersalurkan sebab mengikuti keadaan dan kondisi desa tersebut. 

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran APBDes untuk 

keadaan darurat atau keperluan mendesak/diluar dari aktifitas Pemerintah Desa 

itu sendiri dan tidak diharapkan berulang dan diluar kendali Pemerintah Desa 

seperti penanggulangan bencana alam. Adapun dari hasil wawancara di atas, 
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Desa Wiring Tasi tidak menggunakan anggaran belanja tak terduga sehingga 

tidak melaporkan kepada Bupati. 

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi 

Kabupaten Pinrang pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan regulasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel.  

Dalam pelaksanaannya, semua aktivitas baik penerimaan maupun 

pengeluaran harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengajuan 

rancangan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 

diveifikasi dan disahkan oleh sekretaris desa. Adanya kebijakan dalam prioritas 

umum dana desa digunakan dalam pengembangan ekonomi desa, pemenuhan 

kebutuhan dasar, serta membangun sarana dan prasarana desa.60 Menurut Arif 

dan Irfan, tahapan pelaksanaan merupakan suatu kegiatan mengelola dan 

menggerakkan sumber daya manusia serta dana yang digunakan untuk 

menjalankan program desa.61 Pada tahap ini memungkinkan pelaksanaan yang 

telah disusun dan direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat bergantung pada sistem pengawasan 

yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga ketika terjadi suatu masalah 

pemerintah dapat segera mengambil keputusan. 

3) Penatausahaan  

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 63 ayat 1, penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi 

                                                           
60 Riant Nugroho dan Firre An Suprapto, Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan 

Keuangan Desa, Elex Media Komputindo. Hal. 8 
61 Arif Rivan  an Irfan Ri wan Maksum  “P n rapan Sist m K uan an D sa  alam 

P n  lolaan K uan an D sa” Jurnal Administrasi Publik 9, No. 2, 2019. Hal. 95 
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kebendaharaan. Pasal 63 ayat 2, penatausahaan sebagaimana dimaksud pada 

ayar 1 dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam 

buku kas umum. Serta pasal 63 ayat 3, Pencatatan pada buku kas umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditutup setiap akhir tahun. Hasil wawancara 

dengan informan bahwa kaur keuangan sebagai bendahara desa mencatat 

seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Setiap akhir tahun 

buku kas umum terssebut ditutup dan kemudian dijadikan sebagai laporan 

pertanggungjawaban desa.  

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas 

pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. 

Pencatatan tersebut dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk 

mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan 

dengan kas. Penatausahaan meliputi aktivitas menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan desa dan peengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB 

Desa.62 Terdapat dua indikator Penatausahaan dalam pencatatan pengelolaan 

Keuangan, yaitu Penatausahaan Penerimaan Anggaran dan Penatausahaan 

Pengeluaran Anggaran. Menurut Kiki Srirejeki dalam penelitiannya bahwa 

dalam tata kelola keuangan yang baikpencatatan dalam penatausahaan 

mendorong pemerintah agar lebih akuntabel dalam mengelola keuangan desa. 

Seluruh aktivitas keuangan dicatat dalam pencatatan keuangan yang nantinya 

dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan.63 

                                                           
62 Farida Kurnianingrum dkk,  Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa 

(Jakarta : Kompak, 2021), h. 1. 
63 Kiki Srirejeki, Tata Kelola Keuangan Desa, Jurnal Akuntansi dan Bisnis 15, No. 1, 2015. 

Hal. 35 
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Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi 

Kabupaten Pinrang pada tahap penatausahaan sudah sesuai dengan regulasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel. 

4) Pelaporan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

Pasal 68 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.  Pasal 68 ayat 2 

laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB 

Desa dan laporan realisasi kegiatan. Hasil wawancara dengan  informan 

menunjukkan bahwa Kepala Desa menyampaiakan laporan pelaksanaan APB 

Desa semester pertama kepada bupati melalui camat dimana laporan APB Desa 

tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi 

kegiatan. 

Pasal 68 ayat 2, Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. 

Hasil wawancara dengan informan bahwa kepala desa menyusun laporan 

pelaksanaan APB Desa dengan menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Laporan pelaksanaan APB Desa dilaporkan 

paling lambat bulan desember atau akhir  tahun . 

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan 

hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 

satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas 
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dan wewenang yang diberikan. Pemerintah desa selaku penyelenggara 

pemerintahan desa yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam 

pengelolaan keuangan desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa laporan semester pertama yakni 

laporan realisasi APBDesa yang harus disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan januari tahun berikutnya.64 

Menurut Ita Mustika dan Rizki pelaporan keuangan merupakan sebuah 

wujud pertanggungjawaban dari suatu organisasi kepada pihak yang 

berkepentingan dalam lingkup organisasi tersebut. Sedangkan laporan keuangan 

merupakan salah satu sumber informasi mengenai keuangan perusahaan yang 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.65 Laporan keuangan 

tersebut disusun dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Fokus utama dari pelaporan ini yaitu menghasilkan informasi mengenai seluruh 

aktifitas perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Menurut FASB (Financial Accounting Standards Board) diperlukan 

karakteristik yang diperlukan dalam pelaporan keuangan yang baik, yaitu 

1. Informasi yang diberikan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 

2. Kesesuaian antara fakta dengan informasi dalam pelaporan keuangan. 

3. Informasi memungkinkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan 

agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. 

4. Pelaporan keuangan dibuat secara singkat dan jelas agar mudah dipahami. 

                                                           
64 Andi Hartati dkk, Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi (Bandung : Media 

Sains Indonesia, 2022), h. 122. 
65 Ita Mustika dan Riski Ferikhum Farikhah, Analisis Pelaporan Keuangan Pada PT. Lima 

Mas Sentosa, Measurement Jurnal Akuntansi 15, No. 1, 2021. Hal. 2 
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5. Pelaporan keuangan mencakup semua aktifitas agar tidak terjadi salah saji 

yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat dijadikan dasar 

dalam pengambilan keputusan karena dinilai kurang bermanfaat. 

6. Manfaat dari informasi pelaporan keuangan harus membenarkan 

t rs  ian a  ia a  an p n  unaann a  alam p n  lolaan k uan an ”
66

 

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi 

Kabupaten Pinrang pada tahap pelaporan sudah sesuai dengan regulasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa namun  dan dapat dikatakan Accountabel. 

5) Pertanggungjawaban 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

Pasal 70 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran. Ayat 2, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan ayat 3 Peraturan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan : 

a. Laporan Keuangan, terdiri atas : 

3. Laporan realisasi APB Desa; dan 

4. Catatan atas laporan keuangan. 

b. Laporan realisasi kegiatan; dan 

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang 

masuk ke Desa. 

                                                           
66 Arif Rivan  an Irfan Ri wan Maksum  “P n rapan Sist m K uan an D sa  alam 

P n  lolaan K uan an D sa” Jurnal Administrasi Publik 9, No. 2, 2019. Hal. 97 
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Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa setiap laporan 

pertanggunjawaban realisasi APB Desa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran 

paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan 

pertanggunjawaban terdiri dari leporan realisasi kegiatan dan program-program 

lainnya. 

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan 

penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran dan Bupati/Wali Kota 

menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada 

Menteri melalui  Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat 

minggu kedua bulan April tahun berjalan.67 Menurut Sulistiyani, dalam 

akuntabilitas terdapat suatu kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan 

seluruh kegiatan terutama dalam aktifitas keuangan kepada pihak yang 

berkepentingan. Pertanggungjawaban mencakup aspek-aspek kemudahan 

pemberi mandat untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun secara 

tertulis.68 Pertanggungjawaban akuntabitas bertujuan untuk menjabarkan secara 

terperinci pelaksaan kegiatan yang terealisasikan, mulai dari perencanaan 

sampai dengan kegiatan tersebut selesai. 

Dapat disimpulkan bahwa  Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi 

Kabupaten Pinrang pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan 

regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa namun  dan dapat dikatakan Accountabel. Adapun 

                                                           
67 Andi Hartati dkk, Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi (Bandung : Media 

Sains Indonesi, 2022), h. 123. 
68 Sulistiyani, Memahami Good Governance: Dalam Perpektif Sumber Daya Manusia, 

Yogyakarta: Gava Media, 2011. Hal. 71. 
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laporan akhir realisasi kegiatan dan anggaran dapat dilihat pada gambar di 

bawah. 
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3. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi 

Kabupaten Pinrang Perspektif Akuntansi Syariah 

Transparansi dan akuntabilitas Dana Desa merupakan kewajiban dalam 

melaporkan serta memberikan informasi yang jelas sesuai dengan prinsip-

prinsip dalam islam. Terdapat tiga indikator yang menjadi dasar dalam prinsip 

akuntansi syariah tersebut yaitu pertanggungjawaban, keadilan serta kebenaran.  

1. Pertanggungjawaban 

Dalam k  u a aan kita  umun a “tan  un jawa ”  iartikan s  a ai 

k  arusan untuk “m nan  un ”  an “m njawa ”  alam p n  rtian lain  aitu 

suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku 

seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban 

berkaitan langsung dengan konsep amanah.
69

 Salah satu ayat yang yang 

mendasari prinsip tanggungjawab terdapat pada Al-Quran Surah Al-Mudassir 

ayat 38 yang berbunyi : 

 
                     ا                        

Terjemahnya : 

“S tiap oran    rtan  un  jawa  atas apa  an  t la  ia lakukan ”
70

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang dilakukan manusia nantinya 

akan di pertanggung jawabkan. Seperti hal nya seorang pemimpin yang harus 

bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya, seorang pemimpin pada 

hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Dalam 

                                                           
69 Lantip Susilowati, „Tan  un  Jawa   K a ilan  an K   naran Akuntansi S aria ‟   IAIN 

Tulungagung 3, No. 2, 2017), h. 5. 
70 Kementerian Agama RI, Al-Quran  an T rj ma an   Ban un : S amil Qur‟an  2009      

246 
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Pemerintahan Desa, prinsip pertanggungjawaban ini diwujudkan dalam bentuk 

Laporan Keuangan. 

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan laporan dalam 

menyampaikan hasil pekerjaan yang menggunakan dana desa selama satu 

periode. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat oleh kepala desa untuk 

disampaikan kepada Bupati setelah satu tahun anggaran berakhir.  

Hasil wawancara dengan informan bahwa laporan pertanggungjawaban 

yang dibuat oleh pemerintah desa Wiringtasi disusun secara bertahap (triwulan) 

yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap 

ketiga 20% dari nilai pagu. Nilai pagu merupakan batas pengeluaran dana 

tertinggi yang tidak dapat dilampaui pengeluarannya serta pelaksanaannya yang 

harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapaun bentuk pertanggungjawaban 

kepada masyarakat yaitu dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban 

tersebut pada papan nformasi. 

2. Keadilan 

Keadilan dengan kata lain adil, tidak berat sebelah, tidak memihak 

ataupun berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Adapun ayat 

yang mendasari prinsip keadilan yaitu terdapat dalam Al-Quran surah AN-Nahl 

{16} ayat 90 yang berbunyi : 

فَحْشَاءِۤ 
ْ
قُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ ال

ْ
اِحْسَانِ وَاِيتَْاۤئِ ذِى ال

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ ۞ اِنَّ اللّٰه

رُوْنَ 
َّ
مْ تَذَك

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بَغْيِ يَعِظُك

ْ
رِ وَال

َ
مُنْك

ْ
  ٩٠وَال

Terjemahnya : 

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
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kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl {16} ayat 

90).
71

 

Ayat di atas menjelaskan Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku 

adil dalam setiap perlakuan dan perbuatannya tanpa membeda-bedakan 

suku,agama dan ras, dan Allah melarang kita untuk berselisih dengan sesama. 

Maka jadilah pemimpin yang adil kepada bawahanmu sebagaimana Allah 

memerintahkan mu. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk keadilan yang diterapkan 

oleh pemerintah Desa Wiring Tasi yaitu dengan mengadakan musyawarah desa. 

Dalam musyawarah tersebut tokoh masyarakat yang hadir memberikan 

usulannya yang kemudian ditampung oleh pemerintah desa untuk nantinya 

dijadikan sebagai Rancangan Kerja Pemerintah Desa. 

Konflik merupakan salah satu kesenjangan yang sangat sering terjadi 

bahkan sudah menjadi realitas pada masyarakat desa. Konflik ini terjadi karena 

adanya ketidakadilan dalam pembangunan desa, lemahnya hukum yang ada di 

desa, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan bahkan diskriminasi. Untuk 

menghindari hal tersebut, pemerintah desa perlu mengupayakan agar setiap 

masyarakat merasa adil dalam mewujudkan desa yang sejahtera. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep keadilan, pemerintah desa 

Wiring Tasi sudah menerapkan konsep keadilan terhadap masyarakat.. 

Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip keadilan tidak terlepas dari 

kebutuhan masyarakat yang harus terealisasikan. Pemenuhan sarana dan 

                                                           
71 Kementerian Agama RI, Al-Quran  an T rj ma an   Ban un : S amil Qur‟an  2009      

277. 
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prasarana yang bersifat umum menjadi salah satu bentuk pembangunan desa 

yang harus terpenuhi dan yang paling utama. 

3. Kebenaran 

Salah satu dasar dalam menjalan prinsip Kebenaran yaitu terdapat dalam 

Al-Quran Surah Al-Baqarah {2} ayat 42 yang berbunyi : 

 

مُوْنَ 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
حَقَّ وَا

ْ
تُمُوا ال

ْ
بَاطِلِ وَتَك

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُوا ال

ْ
ا تَل

َ
  ٤٢وَل

Terjemahnya : 

“Dan jan anla  kamu campura ukkan k   naran   n an k  atilan  an 

(janganlah) kamu sembunyikan k   naran s  an kan kamu m n  ta uin a ” 

Maksud dari ayat tersebut yaitu janganlah kalian mencampur kebenaran 

yang kalian ketahui dengan sesuatu yang kalian rekayasa, sehingga kebenaran 

dan rekayasa tersebut tidak dapat dibedakan. Bentuk prinsip Kebenaran di Desa 

Wiring Tasi yaitu dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan 

Desa. 

Dalam islam diperintahkan setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat 

agar tidak terjadi kekeliruan antara pihak yang melakukan transaksi.  Hal ini 

sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 282.  

“Hai oran -oran   an    riman  apanila kamu   rmu‟amala  ti ak s cara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada 
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dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang mengingatnya.. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian 

dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah 

mu‟amala  itu   k cuali jika muamala  itu p r a an an tunai  an  kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika kamu tidak 

menulisnya). Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. 

Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha 

m n  ta ui s  ala s suatu” 
72

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan transaksi non tunai 

yang dibayar dalam kurung waktu yang ditentukan (jual-beli, sewa menyewa, 

berutang-piutang) harus dicatat  dengan benar tanpa mengurangi maupun 

melebihkan. Adapun yang menuliskan yaitu orang-orang yang jujur dan dapat 

dipercaya. Terkait dengan pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus 

mencatat transaksi yang dilakukan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan 

faktanya yang kemudian hal ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa tersebut. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menunjukkan bahwa 

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan 

Bupati dan Peraturan Desa (PerDes). Setiap pelaksanaan kegiatan dilaporkan 

kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti kebenaran atas 

                                                           
72 Kementerian Agama RI, Al-Quran  an T rj ma n a   Ban un : S amil Qur‟an  2009). 

Hal. 100. 
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kegiatan yang terealisasikan. Laporan pertanggungjawaban yang disusun sesuai 

antara antara apa yang di catat serta yang dilaporkan. 

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Wiring Tasi telah 

menerapkan prinsip akuntansi syariah. Pada indikator Pertanggungjawaban, 

pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban untuk dilaporkan 

kepada bupati dan masyarakat. Pada indikator keadilan, pemerintah desa 

mengadakan musyawarah dan memberikan kesempatan kepada setiap 

masyarakat yang ingin memberikan usulan. Pada tahap kebenaran, pemerintah 

desa mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada serta dapat 

dibuktikan dengan laporan pertanggungjawan. 

Berdasarkan hasil penelitian di desa Wiring Tasi yang dilakukan oleh 

peneliti dapat dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Okta Dina 

Putri   n an ju ul “Analisis Transparansi  an Akunta ilitas P n  lolaan Dana 

Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang ”  Hasil  ari p n litian ini 

menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di desa Gobah berpedoman 

pada Peraturan Bupati Kampar (PERBUB) Nomor 55 Tahun 2018 namun 

transparansi dan akuntabilitas dana desa Gobah terdapat hambatan yaitu dengan 

kurangnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan Sumber daya Manusia 

belum terlalu berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan di desa Wiring Tasi berpedoman pada Permendagri 

No 20 Tahun 2018 serta masyarakat yang turut berpartisipasi dalam 

pembangunan desa. 

H rianti   n an p n litian  an    rju ul “Transparansi  an 

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut 
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Perspektif Keuangan Publik Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

adanya dampak yang terjadi dari tata kelola dana yaitu dengan adanya 

pembangunan infrastruktur dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. 

Bentuk akuntabilitas pada penelitian ini mengacu pada bentuk 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sedangkan pada penelitian di desa 

Wiring Tasi bentuk akuntabilitas dana desa mengacu pada Pereaturan Menteri 

dalam Negeri No 20 Tahun 2018 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiring Tasi sudah sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) No. 20 Tahun 2018. 

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi sudah sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. Mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. 

3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wiring Tasi 

Kabupaten Pinrang sudah berdasarkan dengan prinsip Akuntansi Syariah 

dengan menerapkan 3 (tiga) indikator Akuntansi Syariah dalam pengelolaan 

Keuangan yaitu pertanggungjawaban, Keadilan dan kebenaran.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan 

saran kepada pemerintah desa dan untuk peneliti selanjutnya agar lebih 

bermanfaat ke depannya. 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Dalam prinsip transparansi, pemerintah desa Wiring Tasi sudah cukup 

transparan dengan adanya Baliho, namun harusnya meningkatkan 

transparansi dengan mengaktifkan website desa sehingga memudahkan 
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masyarakat untuk mengetahui informasi yang ada di sesa. Kemudian untuk 

prinsip akuntabilitas, diharapkan agar pemerintah desa lebih meningkatkan 

pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini hanya membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas dana 

desa perspektif akuntansi syariah, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar 

membahas dan mengkaji mengenai komponen pengelolaan dana desa secara 

mendetail. 
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENULISAN SKRIPSI 

 

NAMA MAHASISWA : MURTI NOVIANTI 

NIM    : 19.2800.013 

FAKULTAS   : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PRODI   : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

JUDUL   : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA  

DESA DI DESA WIRING TASI KABUPATEN 

PINRANG (PERSPEKTIF AKUNTANSI 

SYARIAH) 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara Untuk Kepala Desa dan Staf Desa Wiringtasi 

Transparansi 

1. Kapan Musrenbang Desa dilaksanakan? 

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 

pengelolaan dana desa? 

3. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerpkan prinsip transparansi terkait 

pengelolaan dana desa? 

4. Apakah Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 

masyarakat melalui media informasi? 
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5. Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana 

kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat 

pengaduan, apakah sudah sesuai? 

6. Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat melalui media informasi? Apakah terlaksana? 

7. Seberapa penting transparansi dalam pengelolaan dana desa? 

Akuntabilitas 

1. Dalam proses perencanaan, bagaimana pemerintah desa dalam merencanakan 

penerimaan dan pengeluaran pada tahun anggaran yang di anggarkan? 

2. Pelaksanaan kegiatan, Penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui 

apa? menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran dan melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada 

bupati?   

3. Pada bagian penatausahaan keuangan, apakah sudah berjalan dan sesuai 

dengan tugasnya? Mencatat penerimaan/pengeluaran dalam buku kas umum 

dan ditutup setiap akhir tahun? 

4. Bagaimana pemerintah desa dalam melaporkan laporan realisasi kegiatan 

semester pertama kepada Bupati? Dan bagaimana pelaporan pelaksanaan APB 

Desa? 

5. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi kepada Bupati? Dan bagaimana pemerintah desa melaporkan  laporan 

pertanggungjawabannya? 
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Akuntansi Syariah 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan 

dana desa? 

2. Bagaimana pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kepada 

masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban? 

3. Bagaimana pemerintah desa dalam menerapkan konsep keadilan di Desa 

Wiring Tasi? 

4. Apakah pemerintah sudah adil dalam hal pembangunan, pendidikan dan 

kesehatan masyarakat Desa Wiring Tasi? 

5. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan 

regulasi? 

6. Apakah pemerintah desa melaporkan mengenai dana desa sesuai dengan apa 

yang di catat? 

B. Wawancara Untuk Masyarakat Desa Wiringtasi 

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembangdes? 

2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat? 

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes dan 

rapat rapat lainnya yang melibatkan masyarakat, apakah bisa dikatakan aktif 

atau pasif? 

4. Bagaimana partisipasi yang diberikah masyarakat terhadap pengelolaan dana 

desa, dan seperti apa bentuk pasrtisipasi yang diberikan? 

5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang 

keadaan keuangan desa? 
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Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai 

judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk 

digunakan dalam penelitian yang bersangkutan. 

Parepare, 15 Juli 2023 

Mengetahui: 

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping 

 

 

(Abdul Hamid, S.E, M.M)            (Besse Faradiba, S.E, M.M) 

NIP: 197209292008011012             NIP: 198910172019032004  

 

 

  



94 
 

 

Surat Keterangan Wawancara  



95 
 

 

 

  



96 
 

 

 



97 
 

 

 

 

 

  



98 
 

 

 

 



99 
 

 

 

  



100 
 

 

Transkip Wawancara 

Informan 1 

Tanggal Wawancara  : 29 Mei 2023 

Tempat   : Rumah Kepala Desa Wiring Tasi 

 

Identitas Informan 1 

1. Nama   : AKRAB 

2. Jabatan   : Kepala Desa 

 

Hasil Wawancara 

Transparansi 

1. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
pengelolaan dana desa? 
Jawab : Dalam musyawarah desa dalam hal ini Musrembang Desa kami dari 
pemerintah desa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, BPD, tokoh pendidik, 
tokoh pemuda, tokoh agama, dan organisasi desa.  
 

2. Apakah Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 
masyarakat melalui media informasi? 
Jawab : Benar, kami menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 
masyarakat melalui Baliho sebagai bentuk transparansi desa kepada masyarakat. 
Kami juga mempunyai website desa yang di dalamnya memuat mengenai profil 
desa, kependudukan dan lain-lain. Namun karena faktor tertentu website tersebut 
tidak terlalu aktif, makanya kami hanya menggunakan baliho sebagai media 
informasi. 
 

3. Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan 
anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan, apakah 
sudah sesuai? 
Jawab : informasi yang kami berikan memuat tentang APB Desa, jenis anggaran, 
serta alamat pengaduan. 
 

4. Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada 
masyarakat melalui media informasi? Informasi yang diberikan kepada 
masyarakat paling sedikit memuat Lapaoran Realisasi APB Desa, laporan 
realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ tidak terlaksana, sisa 
anggaran, dan alamat pengaduan, apakah sudah sesuai? 
Jawab : Laporan Pertanggungjawaban kami informasikan melalui Baliho juga, 
sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban ini di susun akhir tahun jadi kita 
membuat baliho Laporan Realisasi ini diakhir tahun juga setelah kami 
melaporkan kepada Bupati melalui camat. 
 

5. Seberapa penting transparansi dalam pengelolaan dana desa? 



101 
 

 

Jawab: Menurut saya Transparansi dalam pengelolaan dana desa amat sangat penting. 

Trasnparansi dapat menunjukkan sampai mana penyelenggaraan pembangunan desa 

itu dilakukan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui secara jelas 

dan nyata mengenai desa. Ada beberapa indikator yang perlu dijalankan dalam 

pengelolaan dana desa, yang pertama itu transparansi dalam perencanaan. Kedua, 

transparansi dalam pelaksanaan dan ketiga, transparansi dalam pelaporan dan 

pertanggungjawaban pemerintah desa. Dari indikator tersebut apabila semua sudah di 

jalankan maka tingkat transparansi desa bisa disebut sudah sangat transparan. Namun 

jika ada salah satu dari indikator tersebut ada yang tidak terlaksana maka bisa terjadi 

kecurangan dan penyelewengan. Maka dari itu transparansi sangat penting dalam 

pengelolaan dana desa. 

Akuntabilitas 

Indikator Perencanaan 

1. Apakah pemerintah desa malaksanakan Musrembang Desa dan Kapan 
Musrenbang Desa dilaksanakan? 
Jawab : Kami melaksanakan Musrembang Desa yang dilaksanakan di awal tahun 
atau dalam hal ini januari per tahun pelaksanaan/awal bulan (januari) untuk 
membicarakan mengenai Rancangan Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun. 
 

2. Apakah Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang 
dianggarkan dalam APB Desa? 
Jawab : Iya, dalam APB Desa tertera penerimaan dan pengeluaran mengenai 
perencanaan pengelolaan keuangan desa. 
 

3. Apakah sekretaris desa menkoordinasi penyusunan APB Desa sesuai RKP Desa 
setiap tahunnya? 
Jawab : Benar, setiap pelaksanaan APBDes itu dituangkan dalam musyawarah 
dan dirapatkan kembali dalam rencana APBDes, dituangkan menjadi APB Desa 
tahun berjalan sesuai dengan RKP Desa. 
 

4. Apakah Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB) yang telah disusun 
merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa? 
Jawab : Betul, karena setiap rancangan penyusunan APB Desa itu harus di 
musyawarahkan bersama BPD dan dihadiri beberapa tokoh masyarakat, tokoh 
agama, serta lembaga kemasyarakatan desa dan semua unsur yang terlibat yang 
kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa. 
 

Indikator Pelaksanaan 

5. Apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui melalui 
rekening kas Desa? Atas Nama siapa rekening tersebut? 
Jawab : tahapan pencairan itu melalui permohonan dari tingkat desa ke 
kecamatan dan dilanjutkan ke dinas kemasyarakatan desa dalam hal ini PMD dan 
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ditindak lanjuti dinas keuangan kemudian di transfer ke rekening atas nama desa. 
Rekening atas nama Desa Wiring Tasi. 
 

6. Apakah kaur (kepala urusan) dan kasi (kepala saksi) menyampaikan laporan 
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling 
lambat 7 hari sejak kegaiatan selesai? 
Jawab : Iya jadi kaur dan kasi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran kepada kepala desa, namun waktu dalam pelaporan ini 
tidak menentu karena biasanya ada kebijakan dari camat untuk waktu 
penyelesaian laporan ini. Setiap tahunnya bukan perangkat desa saja yang harus 
melaporkan, jadi tingkatannya itu dari staff, sekertaris desa, dan ke bendahara. 
Bendahara dengan sekretaris desa melaporkan pelaksanaannya kepada kepala 
desa serta kepala desa melaporkan ke BPD, setelah itu kepala desa melaporkan 
ke camat. Dan itu dituangkan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran. 
 

7. Apakah kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga 
kepada bupati paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan? 
Jawab : setiap pelaksanaan bidang tak terduga itu tertuang pada APB Desa, jadi 
pelaksanaannya pertahun itu dituangkan sesuai sub bidangnya. Tapi terkadang 
bidang tak terduga itu tak tersalur jadi sesuai dengan kondisi desa dalam setahun 
itu. Jadi kadang keluar kadang juga tidak/mengendap. 
 

Indikator Penatausahaan 

8. Pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutu setiap 
akhir tahun? 
Jawab : setiap akhir tahun pasti ditutup karena penerimaan dan pengeluaran pada 
buku kas umum merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban desa. 

 
 

Indikator Pelaporan 

9. Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester 
pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat? 
Jawab : Benar, untuk penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester 
pertama kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat. Pelaporan ini 
bertujuan untuk menyampaikan hasil yang telah dilakukan sebagai bentuk 
tanggungjawab pemerintah desa. 
 

10. Laporan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan 
realisasi kegiatan? 
Jawab : Benar, Laporan APB Desa tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB 
Desa dan laporan realisasi kegiatan. 
 

11. Apakah Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan 
menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran paling lambat bulan juli tahun berjalan? 
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Jawab : Benar, kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan 
menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran, namun untuk laporan ini paling lambat bulan desember/akhir tahun. 
Karena pemerintah desa melaksanakan APB Desa pada bulan desember jadi 
terkadang ada kebijakan untuk pelaporannya. 
 

Indikator Pertanggungjawaban 

12. Apakah Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB 
Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 
Jawab : Betul, laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dilaporkan 
setiap akhir tahun anggaran.  
 

13. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir 
tahun anggaran berkenaan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa? 
Jawab : Iya, benar bahwa Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling 
lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. 
 

14. Peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan 
keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah 
dan program lainnya yang masuk ke desa? 
Jawab : Benar, mengenai laporan pertanggungjawaban didalamnya sudah 
termasuk laporan realisasi kegiatan dan program-program lainnya. Jadi laporan 
tersebut dibuat menjadi satu. 

Akuntansi Syariah 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan 
dana desa? 
Jawab : Setiap pelaksanaan kegiatan selesai kita selalu laporkan karena hal 
tersebut tertuang dalam peraturan Bupati. Kegiatan yang menggunakan dana 
desa, bidang tak terduga, pemberdayaan masyarakat semua harus dilaporkan. 
Dan semua itu akan kita jadikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun 
anggaran yang kemudian kita laporkan kepada bupati melalui camat. Laporan ini 
juga kita serahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada masyarakat. 
 

2. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan 
regulasi dan aturan yang ada serta bukti pendukung? 
Jawab : kami menerapkan prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa. Kami 
mengelola keuangan desa sesuai dengan PerDes. Setiap dana yang kami gunakan 
bisa kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti kegiatan yang 
telah terealisasikan. 
 

3. Apakah pemerintah desa sudah adil dalam pembangunan, pendidikan, serta 
kesehatan masyarakat? 
Jawab: Salah satu hal yang selalu kami pertahankan yaitu perdamaian antara 
masyarakat, dalam hal pembangunan, pendidikan maupun kesehatan kami tidak 
berat sebelah, dari dua dusun yang ada di Desa Wiring Tasi alhamdulillah dari 
segi pendidikan sudah terpenuhi, organisasi desa biasanya mengadakan 
pembelajaran bersama baik dari kelompok ibu-ibu maupun anak-anak, dari segi 
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kesehatan kami juga mempunyai posyandu di setiap dusun agar memudahkan 
balita untuk imunisasi. Jadi untuk konsep keadilan, desa sudah bisa dikatakan 
adil. 

Transkip Wawancara 

Informan 2 

Tanggal Wawancara  : 16 Mei 2023 

Tempat   : Kantor Desa Wiringtasi 

 

Identitas Informan 2 

1. Nama   : A. Ratnawati 

2. Jabatan   : Bendahara 

 

Hasil Wawancara 

1. Kaur dan Kasi menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 
dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan 
selesai. Apakah sudah terlaksana? 
Jawab  : Benar, kami wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa setelah seluruh kegiatan selesai 
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai 
 

2. Apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui melalui 
rekening kas Desa? Atas Nama siapa rekening tersebut? 
Jawab : Desa Wiring Tasi mempunyai rekening tersendiri atas Nama Desa 
Wiring Tasi. Dalam rekening tersebut semua kegiatan yang berhubungan 
dengan penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening 
tersebut. 
 

3.  Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana 
fungsi kebendaharaan, apakah sesuai? 
Jawab : Benar, Kaur keuangan merangkap sebagai bendahara desa bertugas 
untuk mengatur Keuangan dalam hal ini penatausahaan keuangan. 
 

4. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayar 1 dilakukan dengan 
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, apakah 
sesuai? 
Jawab : Pencatatn mengenai penerimaan dan penegeluaran yang berkaitan 
dengan kas di catat dalam buku kas umum. 
 

5. Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester 
pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat? 
Jawab : Laporan pelaksanaan APB Desa tiap semester/tahun berjalan yang 
telah disusun dilaporkan kepada bupati melalui camat biasanya bulan juli dan 
diberikan kebijakan paling lambat bulan desember. 
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6. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan 
regulasi dan aturan yang ada serta bukti pendukung? 
Jawab : Sesuai dengan Permendagri kemudian ditindak lanjuti Perbup dan 
Perdes, kami mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap 
kegiatan yang sudah terlaksana atau terealisasikan kami akan catat dan 
laporkan kepada bupati, Laporan Pertanggungjawaban merupakan bukti 
kegiatan yang terealisasikan dengan jumlah dana yang digunakan. 
 

7. Apakah pemerintah desa melaporkan mengenai dana desa sesuai dengan apa 

yang di catat ? 

Jawab : kami menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan melaporkannya 

sesuai dengan yang kami catat sebelumnya. Tidak ada yang kami lebih-

lebihkan maupun di kurang-kurangi baik itu pencatatan penerimaan maupun 

pencatatan pengeluaran, kas ataupun transfer. Semua sudah sesuai dengan 

buku kas yang kami catat dengan laporan Pertanggungjawaban yang 

diserahkan di akhir tahun anggaran. 
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Transkip Wawancara 

Informan 3 

Tanggal Wawancara  : 31 Mei 2023 

Tempat   : Kantor Desa Wiring Tasi 

 

Identitas Informan 3 

1. Nama   : ERFIANA PARAJAI 

2. Jabatan   : KASI PEMERINTAHAN (Kepala Seksi) 

 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerpkan prinsip transparansi terkait 
pengelolaan dana desa? 
Jawab : Dalam melaksanakan prinsip transparansi kami dari pemerintah Desa 
Wiring Tasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi 
keuangan desa melalui Baliho yang kami pasang di depan kantor desa. Dan 
untuk pengeluaran-pengeluaran yang kami gunakan kami menginformasikan 
melalui pertemuan dengan RT/RW dan Kepala Dusun untuk memberi tau semua 
pengeluaran selama waktu yang ditentukan, biasanya setiap bulan 

 
2. Apakah kaur (kepala urusan) dan kasi (kepala saksi) menyampaikan laporan 

akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling 
lambat 7 hari sejak kegaiatan selesai? 
Jawab : Benar, sebelum kepala desa menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada bupati melalui camat terlebih dahulu 
laporan tersebut disusun oleh kepala urusan dan kepala saksi.  
 

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan 
dana desa? 
Jawab : Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yakni Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun secara bertahap (triwulan). Tahap 
pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20% dari nilai pagu. 
 

4. Bagaimana pemerintah desa dalam menerapkan konsep keadilan di Desa Wiring 
Tasi? 
Jawab : untuk penerapan konsep keadilan pemerintah desa mengadakan 
musyawarah desa dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh 
agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dari organisasi dan sebagainya. Kami 
dari pemerintah desa mendengarkan setiap usulan yang diberikan oleh 
masyarakat. Jadi bukan semata mata hanya mendengarkan dari beberapa pihak 
saja tetapi kami mengupayakan semua saran dan usulan kami dengar dan 
tampung serta diupayakan agar terlaksana.  
 

5. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan 
regulasi dan aturan yang ada serta bukti pendukung 
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Jawab : Benar, pengelolaan dana desa kami mendasari Peraturan Menteri Desa 
(Permendes) dan peraturan Bupati. 
 

6. Apakah sekretaris desa menkoordinasi penyusunan APB Desa sesuai RKP Desa 
setiap tahunnya?  
Jawab : Kami menyusun APB Desa sesuai dengan RKP Desa yang telah 
ditetapkan, dan penyusunan tersebut kami koordinasikan terlebih dahulu melalui 
musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat. 
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Transkip Wawancara 

Informan 4 

Tanggal Wawancara  : 17 Mei 2023 

Tempat   : Rumah Masyarakat 

 

Identitas Informan 4 

1. Nama   : Rahibu 

2. Jabatan   : Masyarakat 

 

Hasil Wawancara 

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang? 

Jawab : Pemerintah Desa Wiringtasi selalu melaksanakan Musrembangdes setiap 

awal tahun untuk membicarakan mengenai pembangunan desa kedepannya. 

 

2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat? 

Jawab : Setiap akan melakukan kegiatan Musrembangdes, pemerintah desa 

selalu mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut hadir dalam kegiatan ini. 

Biasanya yang hadir dalam Musrembangdes yaitu ada BPD, Kepala Dusun, 

perwakilan dari Bumdes serta organisasi desa Lainnya, dan juga ada tokoh-tokoh 

agama/p  awai s ara‟  

 

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah 

bisa dikatakan aktif/pasif? 

Jawab : Keterlibatan masyarakat Desa Wiringtasi dalam mengikuti 

Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif. Karena memang pada dasarnya 

kegiatan ini memang ditujukan untuk mendengar suara masyarakat seperti 

keluhan dan kebutuhan masyarakat yang diharap kedepannya bisa disediakan 

oleh desa. Jika masyarakat hanya ikut duduk dan mendengarkan bagaimana bisa 

pembangunan desa bisa lebih maju.  

 

4. Bagaimana pasrtisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana 

desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan? 

Jawab : Partisipasi Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan 

pembangunan desa sebab dari awal perencanaan ide dan saran semua nya 

bersumber dari masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Wiringtasi yang biasa 

dilihat yaitu gotong royong dalam perbaikan jalanan, pembangunan sarana dan 

prasarana, dan fasilitas lainnya. 
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5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang 

keadaan keuangan desa? 

Jawab : Baliho merupakan salah satu media informasi yang bisa dilihat oleh 

masyarakat Desa Wiringtasi. Baliho ini terpajang di depan Kantor Desa 

Wiringtasi jadi memudahkan masyarakat dalam mengetahui jumlah dana desa 

dan pengalokasiannya. Untuk media lainnya setahu saya ada juga yang bisa 

dilihat secara online tapi karena berhubung saya tidak bisa menggunakan media 

sosial jadi saya juga tidak tau bagaimana isi media informasi disitu (website). 

 

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan 

dana desa? 

Jawab : Ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir periode yang 

menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 

Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban ini kalau tidak salah dihadiri oleh BPD 

kemudian dilaporkan kepada masyarakat. 
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Transkip Wawancara 

Informan 5 

Tanggal Wawancara  : 21 Mei 2023 

Tempat   : Rumah Penyu Lowita, Desa Wiringtasi, Kabupaten  

 Pinrang 

 

Identitas Informan 5 

1. Nama   : Renaldi 

2. Jabatan   : Masyarakat 

 
Hasil Wawancara 

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang? 

Jawab : Iya, Pemerintah Desa Wiringtasi sudah melaksanakan Musrembang 

 

2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat? 

Jawab : Menurut pengalaman saya mengikuti Musrembangdes ada beberapa 

tokoh masyarakat yang memang dihadirkan. Seperti BPD, BABINSA, dan 

masyarakat-masyarakat untuk membahas terkait perencanaan desa 

 

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah 

bisa dikatakan aktif/pasif? 

Jawab : Terkait keterlibatan masyarakat yang saya lihat saat Musrembang 

maupun rapat-rapat lainnya iya sudah aktif, tapi hanya itu-itu saja masyarakat 

yang aktif. Menurut saya harusnya ada suara-suara baru dari masyarakat lain 

termasuk pemuda-pemudi yang bisa didengar jangan hanya orang tua yang selalu 

mau di dengar tanpa mendengar suara dari generasi muda yang saat ini banyak 

sekali aktif dan ikut andil dalam pembangunan desa. 

 

4. Bagaimana pasrtisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana 

desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan? 

Jawab : Partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa harusnya seperti 

BPD harus mengawas. Jadi masyarakat harusnya berperan penting dalam 

pengalokasian dana desa yang akan dilaksanakan pembangunannya di Desa 

Wiringtasi seperti pembangunan jembatan atau irigasi itu harusnya peran penting 

dari masyarakat apakah sesuai standar atau belum. Dan yang saya lihat sejauh ini 

bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat sudah banyak sekali, seperti 

perbaikan jalan, pembuatan irigasi, dan sebagainya. 
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5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang 

keadaan keuangan desa? 

Jawab : Terkait informasi mengenai dana desa, semua desa itu harus transparan 

tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan untuk media informasi di Desa 

Wiringtasi setau saya ada website yang bisa diakses untuk mengetahui informasi 

mengenai desa. Tapi sepertinya website tersebut tidak terlalu aktif. Harusnya di 

website tersebut kita bisa lihat apa saja pencapaian desa dalam satu tahun itu, apa 

yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana. Namun untuk informasi 

keuangannya, pemerintah menyediakan baliho yang di pajang di depan kantor 

desa. Disitu masyarakat bisa melihat berapa dana desa di periode ini, berapa yang 

dialokasikan untuk ini dan sebagainya. 

 

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan 

dana desa? 

Jawab : Terkait mengenai Pertanggungjawaban setau saya ada Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir periode. Tapi seperti nya hanya BPD saja 

yang ikut dalam rapat Laporan Pertanggungjawaban dana desa tersebut. Jadi 

menurut saya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa 

sudah terealisasi. 
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Transkip Wawancara 

Informan 6 

Tanggal Wawancara  : 21 Mei 2023 

Tempat   : Rumah Penyu Lowita, Desa Wiringtasi, Kabupaten  

 Pinrang 

 

Identitas Informan 6 

3. Nama   : Rahmatullah Djunaid 

4. Jabatan   : Ketua Karang Taruna 

 
Hasil Wawancara 

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang? 

Jawab : Benar, selalu diadakan Musrembang Desa setiap tahunnya. Dalam 

musyawarah tersebut kita dari masyarakat desa memaparkan apa-apa saja yang 

kita butuhkan, dan apa saja kendala yang kita alami. Dalam musyawarah juga 

masyarakat betul-betul aktif sehingga bisa dikatakan perencanaan ini sepenuhnya 

dari masyarakat. Nanti dari pemerintah desa yang menampung usulan-usulan 

dari masyarakat. 

 

2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat? 

Jawab : Dalam pelaksanaan Musrembangdes pemerintah desa memang 

mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini. Biasanya 

yang hadir dalam kegiatan ini yaitu BPD, perwakilan dari organisasi desa, kepala 

dusun, tokoh agama, tokoh pendidik dan lain-lain. 

 

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah 

bisa dikatakan aktif/pasif? 

Jawab : Untuk keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes sudah 

bisa dikatakan aktif karna pada dasarnya dalam kegiatan ini hampir sepenuhnya 

di rancang atau diperoleh dari suara masyarakat. Ide-ide yang dimunculkan 

semua berasal dari masyarakat yang nantinya dari pemerintah desa akan 

menampung suara-suara tersebut dan dijadikan rancangan kerja untuk 

pembangunan desa. Jadi bisa dianggap keterlibatan masyarakat sangat penting 

dalam perencanaan pembangunan desa.  

 

4. Bagaimana pasrtisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana 

desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan? 
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Jawab : partisipasi yang diberikan masyarakat desa terhadap pengelolaan dana 

desa tentunya sangat penting, perencanaan pembangunan juga sudah termasuk 

dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan desa. Adapun bentuk 

partisipasi masyarakat yang biasa kita lihat di Desa Wiringtasi yaitu gotong 

royong, pembuatan saluran irigasi, merawat fasilitas umum, dan lain-lain. 

 

5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang 

keadaan keuangan desa? 

Jawab : yang saya tau ada website yang bisa di akses untuk mengetahui tentang 

keadaan desa tapi sejauh ini media informasi mengenai dana desa yang lebih 

gampang untuk dilihat oleh masyarakat yaitu baliho. Karna untuk media 

informasi melalui online banyak masyarakat yang belum terlalu update 

menggunakan media sosial. 

 

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan 

dana desa? 

Jawab : Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa 

yaitu dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang di laksanakan 

setiap akhir periode. Namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui 

mengenai LPJ tersebut karena biasanya yang ikut dalam kegiatan ini hanya BPD, 

nanti setelah itu BPD yang biasnya menyampaikan kepada Masyarakat. 
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Transkip Wawancara 

Informan 7 

Tanggal Wawancara  : 29 Mei 2023 

Tempat   : Rumah Masyarakat 

 

Identitas Informan 7 

1. Nama   : Bil Afni Hamzah 

2. Jabatan   : Masyarakat 

 

Hasil Wawancara 

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang Desa? 

Jawab : Setau saya pemerintah Desa Wiringtasi selalu melaksanakan 

Musrembangdes setiap awal tahun untuk merencanakan rencana program kerja 

pemerintah selama setahun.  

 

2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat? 

Jawab : Iya benar Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat 

karena berdasarkan pengalaman saya yang pernah mengikuti Musrembangdes 

mewakili pemuda pemudi Desa Wiringtasi. Terdapat beberapa tokoh-tokoh yang 

hadir dalam Musrembang ini, ada dari organisasi desa seperti Bumdes, dari 

Karang Taruna, tokoh-toko  a ama  p  awai s ara‟  BPD  p rwakilan 

masyarakat dari 2 dusun, dan lain-lain. 

 

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah 

bisa dikatakan aktif/pasif? 

Jawab : Adanya musyawarah merupakan suatu upaya dalam pengambilan 

keputusan bersama,bukan secara sepihak. Pemerintah Desa telah melakukan 

musyawarah guna menampung usulan-usulan dari masyarakat. Keterlibatan 

masyarakat dalam hal mengikuti Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif 

karena hampir 80% suara berasal dari masyarakat. Semua saran, kebutuhan dan 

keluhan-keluhan masyarakat dikeluarkan guna untuk tercapainya desa yang 

maju. Semua saran yang diberikan di tampung oleh pemerintah desa yang 

selanjutnya direncanakan sebagai pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup adil dalam menerima setiap usulan 

yang diberikan. Dan sebagai masyarakat Desa Wiringtasi kami berharap semua 

kebutuhan dan usulan yang kami berikan kedepannya bisa terlaksana dengan 

baik. 
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4. Bagaimana pasrtisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana 

desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan? 

Jawab : Masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, namun 

untuk pengelolaan dana desa saya kurang tau tapi menurut saya dalam 

pembangunan desa di dalamnya akan ikut juga pengelolaan dana desa, 

maksudnya pembangun desa dan pengelolaan dana desa itu selalu sepaket, 

dimana ada pembangunan disitu ada dana desa jadi menurut saya untuk 

partisipasi masyarakat dalam hal ini masyarakat sudah turut ikut berpartisipasi. 

Kemudian bentuk partisipasi yang biasanya dilihat ada perbaikan jalanan, 

pembuatan irigasi, perawatan sarana dan prasarana desa, dan sebagainya. 

 

5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang 

keadaan keuangan desa? 

Jawab : Untuk media informasi mengenai keadaan keuangan desa ada baliho 

yang disediakan oleh pemerintah desa untuk masyarakat yang ingin mengetahui 

menganai dana desa. Di baliho tersebut terdapat jumlah APBDes tahun berjalan, 

ADD, dana untuk pelaksanaan pembangunan desa, dana untuk pemberdayaan 

masyarakat dan sebagainya. 

 

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan 

dana desa? 

Jawab : Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana 

desa yaitu dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaporkan 

setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut biasanya di informasikan melalui 

media informasi seperti yang saya jelaskan tadi, ada baliho. informasi tersebut 

mencakup tentang laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDes, kegiatan 

yang terlaksana dan belum/tidak terlaksana, sisa anggaran dan lain-lain. 
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DOKUMENTASI 

1. Foto Wawancara dengan Kepala Desa Wiringtasi 

 

 
 

2. Foto wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara Desa Wiringtasi 
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3. Foto wawancara dengan Kasi 

 

 
 

4. Foto wawancara dengan masyarakat Desa Wiringtasi 
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